


ey

el

juku ini bermaksud menawarkan aneka hal dan masalah
Imu dan tata hukum yang pokok dan perlu mendapatka per-
iatian oleh siapa pun yang berkepeantingan di bidang Hukum.

Jibandingkan dengan masa lampau, iimu-ilmu hukum mem-
wnyai ruang lingkup yang semakin luas, antara lain karena
emakin banyak aspek kehidupan bersama yang diatur
ileh hukum. Dulu ada kecenderungan yang kuat untuk
nambatasi ruang lingkup ilmu hukum pada gejala normatif
aja. Dewasa ini uang lingkup tersebut tak mungkin diper-
ahankan lagi. Bahkan Scholten pemah mengemukakan
emyataannya bahwa HUKUM ADA DALAM KENYATAAN

‘embicaraan mengenai hukum sebagai perangkat sikap
ndak atau perilaku, merupakan pengantar pembahasan
antang sendi-sendi hukum, Sedangkan bidang tata hukum
nencakup hukum tatanegara hukum administrasi negara
ukum pidana, hukum prbadi, hukum  hara kekayaan,
ukum keluarga dan hukum watis

luku ini inngin - mMangajak para pembacanya uniuk bersikap
ritis terhadap aneka masalah ilmu dan tala hukum yang
ilawarkannya.
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|

dari Penerte Civa Adtya Bakti, kecuali dalam hal r
RN UL SRp P \ Konsensus adaigh syaral mufiak suoiu pergauian hidup
artbkel atau harangan idmiah karana tanpanya, mengancamlah setiap saat suatu pergumuian
SUBIIE RO S, Sl e | hidup. Demikian pula halnya diantara Sanana Hukum, walau-
X C s ) | pun keadaannya: bila ada dua Szrana Hukum maka ada hga
| pondapat, elapl vang sekurang-kurangnya mungkin fercapal

] ialah konsensus bahwa tidak ada konsansus

ISBN :.979-414-020 - 1 Dengan menyajikan Sendi limy Hukum dan Tata Hukum
Indonesia dalam buku ini dikandung maksud unluk menawarn
kan aneka hal dan masalahnya yang pokor dan pefiu men-

= i | dapal perhatian oleh siapapun yang berkepentingan oi bigdang
Anggots IKAPI Hukum. Bukan dengan prastasi bahwa segala sesuatu dibidang




Hukum secara lengkap terungkap dalam buku ini, tetapl
harapan para penulis alah agar kita dapalkan konsensus
mengenai masing-masing hal dan masalahnya yang tersajikan,

Konsekwensl harapan sedemikian ialah berubi-tubinya
aneka kritik oleh merska yang menaruh perhatian, namun
mamang (tulah yang didambakan para penulisnya yang tidak
mengenal perbedaan antara kritik yang membangun dan yang
tidak, tetapi hanya akan mengadakan selexsi terhadap kritik
yang periu dipernatikan atau yang lebih baik diabaikan.

Harapan lain khususnya kepada para pengajar dibidang
Hukum, agar sudi menganjurkan kepada mahasiswa yang ingin
membaca buku ini supaya kritis menelaah isinya sehingga
tidak digunakan secara sembiono untuk menentang pandang-
an gurunya.

Akhirnya, kepada segala fihak yang lelah memberikan
bantuan dalam penulisan buku ini kami ucapkan terima kasih,
tarutama kepada Sdr. Eddy Damian, SH dari Penerbit Alumni
dan My. Wardani Soerjono yang secara tekun meangatik dan
memeriksa naskah ini.

Jakarta, awal April 1979 Para Penulis

KATA PENGANTAR CETAKAN KE ENAM

Dinamika bidang Hukum yang Kian han bertambah pesat,

memariukan buku pegangen alau buky bacaan tambahan bagi

orang-orang yang mempelajari bidang Hukum.

Kiranya buku nl dapal memanuhi kebutuhan tersabul di atas,

untul itu kami terbitkan kembal buku ini sebagai cetakan keenam,
Saran dan kritik yang membangun senanliasa kami nantian,

Bandung, Okiober 1993 Panarkit
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PENDAHULUAN

A DISIPLIN HUKLUM

Sebagal itk tolak untuk menjelaskan ihwal hukum secara
iimiah, diperiukan suaty uraian singkat mengenal disiphin
hukum. Hal ini disebabkan, cleh karena dengan penjelasan
mengenai disiphn hukum, sebaga pengertian cakupan., maka
akan dapal diperoleh pengetahuan mengenai ruang hingkup
bidang hukum yang sedemikian luasnya. Sebagai suatu sistim
ajaran, maks disiplin hukum mencakup antara lan (1) ajaran
yang menantukan apakah yang seyoganya atau seharusnys
dilakukan [preskophil) maupun (2) yang senvatanya dilaskukan
(desknptif) o dalam hidup



Disiplin hukum tersebut karenanva tidak hanya mancakup
iimu-iimu hukum, tetapi juga politik hukum dan filsafat hukum.
Sebagai kumpulan dari palbagai cabang ilmu pangetahuan, iimu
hukum mencakup imu tentang kasdah, iimu pengertien dan
ilmu tentang kenyataan. limu tentang kesdah lanmnya dissbul
normwissenschaft atau sollenwissenschaft can bila digabung
dengan ilmu pengertian maka dinamakan dogmalik hukum,
sedangkan ilmu tentang kenyatann adalah tatschemwissan-
schaft atau seinwissenschaft.

Dengan demikian nyatalah, bahwa ilmu-ilmu hukum tidak
hanya meancakup imu tentang kaedah dan ilmu pongaertian,
akan telapi juga mencakup iimu tentang kenyataan. Oioh kamena
itu merupakan suatu pendapat yang keliru untuk menyatakan
bahwa sosiologi hukum, antropologi hukum dan paikhologi
hukum sebagal bagian dari iimu tentang kenyataan saje, yaitu
semata-mata sosiologi, antropologi dan psikhologi. Sejalan
dangan itu, maka tak ada alasan bagi kalangan hukum untuk
menantang atau menolak anggapan, bahwa sosiclogi hukum,
antropologi hukum dan psikhologi hukum adalah marupakan
ilmu-ilmy hukum (Tentang hal ini diuraikan secara terparingi
dalam buku: Penhal Kaedah Hukum),

B. ARTI HUKUM

Apabila di atas telah dijelaskan mengenai hal-hal yang ilmiah
silatnya, maka juga harus diuraikan mengenai hal-hal yang
berkailan dengan pendapal masyarakal tentang ami hukim,
Artinya. pengartian apakah yang diberikan oleh masyarakal pada
hukum. Ari-arti yang diberikan adalah antara lasin, secagal
berikut:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang
{ersusun Secara sistimatis atas dasar kekuatan pemikiran,

. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistim ajaran tentsng
’ liu!ﬂ'fm atau gejala-grjala yang dihadapi.
. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap

tindek atau penkolakuan yang pantas atay diharapkan,

. Hukum sebagai tata hukum, yakni strukiur dan proses perang-

kat kaedah-kasdah hukum yang berlaku pada suatu wakiu
dan tempat lertentu serta berbeniuk tertulis.

. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupa-

kan kalangan yang berhubungan eral dengan penegakan
hukum (“law-enforcemant officer”).

. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses dis-

kresi yang menyangkut (Wayne La Favra 1964);

= Cecision-making nol strictly governed by logal
rulres, bul rather with a significan! alement of parsonsl
judgement’’, oleh karena yang dimaksudkan dengan
diskresi adalah (Roscos Pounds 1950):

“an authority confarrsd by law to act in cerain condi-
tions or sitluations in accordance with an official’s or
an official agency’s own considersd judgment and
consciance. it ia an idea of morals, balonging 1o tha
twilight zone between law and morals.”

. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubung-

an limbai-balik aniera unsur-unsur pokok dari sistim kene-
garsan. Aitinya, hukum dianggap sebagai, (Henry Pratt
et.al, 1876):
"A command or prohibition emanating from the
authorized agency of the state.., and backed up by
the authority and the capacity 1o axercise force which
is characteristic of the state.”

Dengan demikian, maka yang dimaksudkan dengan hukum
adalah {Donald Black 1976):



"... the normative life of a state and its citizens, such
as legislation, IIHn:Iinﬂ, and adjudication.”

B. Hukum sabagai sikap-tindak ajeg atau perikslakuan yang
“teratur”, yailu perikelakuan yang diulang-ulang dangan
CAra yang sama, yang bartujuan untuk mencapai kedamaian,

9, Hubkum sebagai jalinen nilai-ni'al, yailu jalinan darn konsepsi-
konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan
buruk (G. Duncan Mitchell: 1977)

Pentingnya mengadakan identifikasi terhadap pelbagai ari
hukum adalah, untuk mencegah lerjadinya kesimpang siuran
didalam melakukan studi terhadap hukum, maupun didalam
pentarapannya.

C. UNSUR-UNSUR HUKUM

Untuk memahami hubungan antara HOmu-ilmu  hukom
dengan hukum positif (tertulis) yang sinonim dengan lata
hukum, parlu ditinjau ssjenzk perihal unsur-unsur hukum atau
"gegevens wvan het recht”. Unsur-onsur hukum temsabul
mancakup unsur idiil serts unsur riil. Unsur idiil tersebut men-
cakup hasrat susila dan rasio manusia; hasrat susila meng-
hasilkan aras-azas hukum (“rechitsbeginzelen”, misalnya:
Tidak ada hukuman tanpa keszlahan), ssdang rasio mManusia
menghasilkan pengartian-pangertian hukum (“rechisbegrip-
pen. misalnya: Subyek hukum, Hak dan Kewajiban, dan
seterusnya).

Unaur riill terdiri darl manusis, kobudaysan matanil dan
lingkungan alam. Apabila unsur idiil kemudian menghasilkan
kasdah-kaedah hukum melalui filsatat hukum dan “normwis-
senschaft ateu sollenwissenschalt'”, meka unsur rlil kemudian
manghasilkan tata-hukum. Di sini tidek boleh dilupakan,
bahwa “tatsachenwissenschaft atau  solierwissenschatt”
banyak barparan dalam pembantukan tata-hukum.

e ———— I ——
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BAB Il
HUKUM SEBAGAI SISTIM KAEDAH

Uraian dalam bagian berikuinya im agalah pembahasan
singhat mengenai kaedah hubkum (yang secara panjang lebar di-
bahas delam buku Penhal Xaedah Hukum). Masalah 1sb kemu-
dian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum sebagas
perangkal sikap tindak atau perikelakuan, yang morupakan
salah satu ruang lingkup dar “latsachenwissenschaft atauw
seinwicsenschalt”. Uraian tersebut selanjutnya disambung
dengan suatu pembahasan pengantar tata hukum, yang
diharapkan dapal dijadikan swalu bahan pada perkulinhan
Pengantar Tata Hukum Indonesia yang merupakan salah satu
mata kuliah dasar pada Fakullas Hukum maupun Sekolah-
Sekolah Tinggi Hukum lainnya



A. ARTI DAN AUAMG LINGKUP ILMU TENTANG MAEDAH

Kaesdah-kasdah sebagal pedoman parikelakuan dipsriukan
manuska, oleh karena manusia mempunyal hasrat uniuk hidup
pantas dan teratur. Akan tetapl, pandangan menganal kehidup-
an yang pantas dan teratur ticakiah sslalu sama antars pribadi
yang satu dan yang Iainnya. Cleh karena itu diperiukan pedomnan
atau patokan, agar supaya kehidupan bersama manusias tidak
menjadi fidak pantas dan tidak teratur. Pedoman stau patoken
tersebut adelah kaedah-kasdah yang menjadi pengarah hidup
pribadi dan hidup antar pribadi,

Ruang lingkup daripada ilmu tentang kaedah yang manjadi
dasar bagi mata kKuliah Pangantar llmu Hukum, mencakup
hal-hal, sebagai berikut:

1. Macam-macam kaedah, yaitu:

a. Tata kaedah aspek hidup pribadi
1} kaedah-kaedah kepercayaan
2) kasdah-kasdah kesusilaan
b. Tata kaedah aspek hidup antar pribadi:
3) Kaedah-kaedah sopan saniun
4) Haedah-kaedah hukum,

2. Kasdah hukum dari sudut dpys cakup maupun hierarkhi
yang meliputi kaedah hukum abstrak ateu umum dan
kasdah hukum konkril atau Individuil,

3. Isl dan sifat kaedan hukum yang merupakan pembabasan
tentang struktur kasdah hukum yang isinya suruhan, larang-
an dan kebolehan, serla dapai bersifal imperatil ateu fakul-
Latif.

4. Perumusan kasdah hukum, dimana disdakan pembedaan
antara pandangan hipolelis atau bersyaral., dengan pan-
dangan kategoris atau tanpa syarat yang kedus-duanya
dapat diketemukan dalam perumusan pasal-pasal peraturan
pRrUNdang-uNdangan,

E. Tugas ksadah hukum, yaiu pemberian kopastan hukum
yang terluju pada ketertiban, dan pemberan kesebandingan
hukum yang teriuju pads ketenangen alau kstanteramen
Ketertiban termsbut ditendai dengan cin-cin, sebagal berikul
(C.J.M. Schuyt: 1976):

. "voorspsibaarheid”’ [diperkirakan)

cooperatie (kerjasama)

—a

consistentie (kesesuaian)
duurrapmhaid (langgeng)

stabiliteit (mantzp)

hierarchie (barjenjang)

. conformiteit (ketaatan)

. afwazigheid van conflict (tidak adanya konfiik)
. uniformiteit (kesersgaman)

. gemaenschappelijkhed (Estarsamasn)
. relegmaat (ajeg)

13. bevel (perintah)

14. volgorde (bertahap)

15, witerlijke stijl (corak)

16. rangachikking (susunan; termusun),

(Cutatan: terjemakannya becsilal bebas dan djsesusiken
dangan ciri-ciri tidak adanya keterliban sebagaimana
diuraikan dalam Bab I},

DempNumoreN

i
Bl -

Keadaan tidak tenterarmn terjadi, apabile pribadi-pribedi

mengalami (Robert J, Wicks: 1974).

1. Frustrasi, yaitu “the resull of somathing blocking the
attainment of a particular goal

2. Konflik, yang merupakan “a particular torm of internal
stress....".

3. Kekhawatiran, yakni “the result of m vagus but often

conirole van geweld [pengondahan terhadep wekorasan)
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strong concern about an Impending danger of some
sort”.

Essensialia daripada kaedah hukum yang berisikan pem-
bahasan untuk menjawab pertanyasn apakah hal memakss
atau paksaan merupakan sifat essensill daripads kaedah
hukum. Sifat memaksa dar ksedsh hukum adalah tidak
essensiil, akan tetapl sifst membatasi dan mematoki dari
para kasdah hukum adalah essensiil.

Penyimpangan terhadap kaedah hukum yang mencakup

pengecualian dan penyelevengan. Terhadap penyelewengan

dapat diadakan penindaken-penindakan secara:

a. Yuridis yang mencakup:

1) penindakan perdata

2) penindakan pidana

3) penindakan administrasi negara
4) penindakan tata negara.

b. Eksira yuridis, misalnya seperi yang dikemukakan
pendukung leori "social defense” yang antara lan
menyatakan, bahwa dalam peristiwa-peristiwa ponyele-
wengan tertentu masyarakatiah yang bersalah.

. Pernyataan kaedah hukum yang terutama membahas

masalah hubungan antara pernyatasn kasdah hukum
dengan kebiasasn. Artinya, apakah pernyataan kaedah
hukum Hu lebih dahule ataukah datang belakangan
daripada kebiassan. Dengan demikian, maka sifat permyata-
an kaedah hukum tersebut mungkin adalah konstruktit/
kreatif atau aksekutil.

, Tanda-tanda pernyataan kaedah hukum, yaitu:

a. Tanda-tanda yang berwujud:
1} bahan-bahan resmi yang tertulis

2) rambu-rambu laly lintas
3) benda-benda
4) kobhigsaan

b. Tande-tanda yang tidak berwujud:
1) tanda-tanda yeng berupa bunyi suara
2) hikmat kata-kata yang dirumuskan sacara lisa
3) perintah-perintah secara lisan.

10. Kelakuan kaedah hukum yang mencakup:

a. landasannya:

1. Hal berlakunya secars yuridis, yaflu:

a) Kasdah hukum mempunyai kelakuan yuricis, apa-
bila penentuannya didasarkan pada kaedah yang
lsbih tinggi tingkatnya (Hans Kslsen).

b) Kaedah hukum mempunyai kekuatan yuridis, jika-
lau kasdah tersebut terbeniuk menurut cara yang
talah ditetapkan (W. Zevenbergen).

¢) Kaedah hukum mengikal secara yuridis, apabila
menunjukkan hubungan keharusan antara suaiu

kondisi dengan akibatnya (J.H.A. Logamann).

2. Hal berlakunya secara sosiologis yang intinya adalah
efektivitas hukum dalam masyarakal, yang dasarmya
adalah kekuasaan dan pengakuan.

3. Hal berlakunya secara filosolis; artinys, kaedah hukum
tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagal nilai
positif tertinggi.

b. Sasaran elau lingkup lakunya yang dibedakan antara

4 bidang, yaitu:

1. Lingkup laku wilayah [~ ruimiegabied')

2. Lingkup laku pribagi (" personangebied)

3. Lingkup laku masa (''tijdsgebied' )

4. Lingkup laku ihwal (‘zaaksgabisd').

11



Hai-hal terssbut di stes marupaksn bahan dasar dari ilmu
tantang kaedah ssbagei nnrmwissenschaft atau sollenwissens-
chafi. Behan-bahan itu juga merupakan casar umiuk mempeols-
jari hukum daslam arti lata hukum yang juga merupalkan
normwisssnschalt atsu soflenwissenschaft. Suvatu kerangka
yang relatd lengkap dan iimu tentang kaedsh, skan mencakup
pambahesan kasdah hukum dan tala susunen kesdah-kesdah
torssbut yang beriaku disuaiu tempai terientu dalam jangka
wakty tertentu pula (=hukum positif), Ursian tersebut di
muke, merupakan ikhtisar dar buku berjudul “Perihal Kasdah
Hukum™. z
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B. KAEDAH SEBAGAI PENGERTIAN SOSI0LOGI/ANTRO-
POLOGI

Dari  sudut fiisafal, maka suaiu kasdah merupaian
pandangan menilai tarhadap sikap tindak aftau  penlaku
pribadi, maupun perilaky anter pribadi. Secara sosiologs
mauvpun antropologis, .sudut pandangannya barbeda, oleh
karena masing-masing ilmu tadi bersilal kategoris. Seorang
antropoloog terkemuka, yailu Hoabsl menyatakan, bahwa
sebagei jawaban terhadap sualu stimulus, Maka Warga-wanga
masyarakat cenderung untuk melakukan sikap tindak atau
paritaku tertentu yang ralatil sama (E. Adamson Hooabal: 1954).
Sikap lidak atau penlaku yang sama ladi dilakukan barulang
kali yang kemudian disebut kasdah-kasdah ('norms’ ). Suatu
kaedah merupakan pangortmn natral, yang morupakan
penrwujudan dan perstiwa gang terjads alas dasar perhifungan
secara kuantitatil. Oteh karena ifu, maka kaedah merupakan
perwujudan dan skap tindak atau perilaku wvang paling
banyak terjadi, sehinggs marupakan Derwujudan statistik dan
sikap tindak aftau perilaku dalam Kenyalaan. Pandangan
secara sosiclogis kiranya juga tidak berbeda jauh  darni
pandangan Sacarn antropologis tersebul. Hal terssbit, antare
lgin, dinyatakan oleh Biack, yang membusd talsiran mengena
arti hukum sacara sosiologis, sabagai barikut (Donald Black
1872):

“From a sociological point of view, law i3 not what

lawyers regard as binding or obligatory precepts, but

rather, for sxampie. the ohsarvable dispositions of
judges, policerman, prosacutors, or adminisirative

officials .

Hoebe! juga parnah mengemukakan, bahwa pendekatan

antropologis terhadap hukum, adalah (E. Adamson Hoabal:
1354):
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... Natly behavioristic and empirical in that we under-
sland all human law to reside in human behavior and
to be discernible through objective ano accurate
obsarvation of what man do in relation to each other
and the natural forces that impings upon them".

14 .
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BAB Il

HUKUM SEBAGAI PERANGKAT SIKAP
TINDAK ATAU PERIKELAKUAN

Dangan mengutip diktum kiasik dar Holmes, Hoobasl
pernah menyalgkan. bahwa (E. Adamson Hoebel: 1964).

"The lile of law has not been logic; il has been
axperience. Experience means men livitig in society. .
Law is obviousiy a complex of human behawvior.

Pernyataan dari Hoeoel lersebut menimbulkan masalah-
masalah pokok, sebagai berikut

17



A. Sikap tindak atau perikelakuan ('behavior’) yang mana
yang merupakan hukum, sikap tindak atlau perikelakuan
yang ajeg berupa kebiasaan ataukah sikap tindas/perikela-
kuan yang hanya sekali saja sudah mungkin merupakan
hukum?

B. Bagaimanakah membedakan antara sikap lindak atau
perikelakuan hukum dengan yang tidak?

m-hm&nmmummnmmrmn
"..,mrm.mmwﬂ.mmmnulmmhy-mwmm'
(Thomas Ford Hoult: 1977), secara analistis dapal dibedakan
antara sikap tindak atau perikelakuan belaka dan sikap tindak
atau perikelakuan ethis. Sikap tindak atau perikelakuan ethis
dapal dijabarkan, sebaga barikul:
A. Sikap tindak atau perikeiskuan ajeg, yang mencakup
1. sikap tindak atau perikelakuan pribadi dalam bidang-
bidang:
a kepercayaan
b. kesusilaan
2 sikap tindak atau perikelakusn antar pribadi dalam
bidang:
a. keaopanan
b. hukum.
B. Sikap tindak atau perikelakuan yang unik, yang mencakup:
1. sikap tindak atau perikelakuan pribaci:
a. keparcayaan
b. kesusilaan.

2. Sikap tindak atau perikelakuan antar pribads:
a. kesopanan
b. hukum,

Perihal hukum sebagai sikap findak atau perikelakuan yang
ajeg. van Apeldoorn berpendapal, sebagm berkut (LJ. van
Apeldoorn |

Zo zijn er dus voor hel onsiaan van gewoonierecht
twee vergisien © een van materiele aard: sen constant
gebruik, een van psychologische (niel indhidueel —
maar - groepspsychologischen) aard: de owerluiging
van rechisplichi [opinio necessitatia).

[Terjemahan bebas kedalam bahasa Indonesia adalah

‘Dengan demikian terdapat dua syara! bagi timbulnya
hukum kebiasaan: svaral yang bersifal malerel ke
biasaan yang ajeg; syarat yang bersifal psikhologis
(bukan psikhologis — individuil — akan letapi psikho-
logis sosial). kesadaran akan adanya sualu kowafiban
manurut hukum '),
Jadi (1) sikap tindak atau perikelskuan yang ajeg, dan (2]
keyakinan atau kesadaran akan kewajiban hukum, merupakan
unsur-unsur hukum (kebiasaan). Hal yang disebut pada nomar
dua kurang lepal: bardasarkan apa yang dikemukakan
lentang kedamaian oleh van Apeldoorn, maka perumusannya
periu diganti dengan “hesadaran akan kedamaian” ("de over-
tuiging van vreedzaamheid') yang lebih cocok dengan
pendapal Apeldoorn sendin yang menyatakan, bahwa

Het rechl wil den Vrade
("Hukum manghendaki Kedamaian').

Fonsepsi kedamalan berarti tidak 2ca gangguan ketertiban
dan juga tak ada kekangan lerhadap kebebasan (artinya, ada
kelenteraman atzu ketenangan pribadi). Gangguan terhadap
ketertivan dianggap ada, apabila terjadi hal-hal, serbagal
berikut (C.J.M. Schuyt 1972):
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A handelen in stryd mel verwachtingen™ ("bersikap tindas
berlawanan dengan hatapan-harapan |

“egoisme, stnjd - | egoisme, perlawanan ).

uitbreken van geweld | timbulnya kekerasan' .
"contradictie’ (kelidak sesuaan’ ),
“ad-hoc regeling ' (pengaturan yang hersilal sementara b
“varandorning ([ perubahan |

‘insubordinatie” | ketidak patuban ).

overschrijding van eon regel | penyelewengan’).

‘ull de toon vallen [ sumbang |
“yroemdheid’ (“keadaan yang asing |
“willekeur [ Hesewenang-wenangan ).
ongehoortanmneid | kepala batu ).
‘verkeerde volgorde aanhouden (1aNpa berurutan )
“inbreuk op de stijl " {“mengingkari corak’).

“chaos ( kekacavan’),

GgTMmMoOnOo

= o

CEZEr&AST

Ketenteraman atau kelenangan pribadi dianggap ada. apabila
dirasakan tidak ada ancaman dari luar, dan tak ada konfik
dalam diri pribadi. separti keadnan bingung, ragu-ragu, sedih
atau marah.

Konsapsi kedamalan dalam pergaulan hidup sebagaimans
diuraikan diatas. menjadi inti pembeda hukum dari Kesopanan
atau sopan-santun (“zeden’), oleh karena yang terakhir dituju-
«an pada kesedapan | wellevendheid ) pergaulan hidup yang
berunsur opinio necessitatis pula. Adapun perbedasn antard
hukum (maupun sopan-santun) disatu lhak dengan kebiasaan
belaka, di pihak lain loriatak pada ada dan lidaknya opimio
necessitatis tersebut Dengan demikian, maka masalah pokok
yang berhubungan dengan pendapat Hoebel, telah terjawab
atau terpecahkan.

20

Apatila dibicarakan masalah sikap tindak atau perikelaku-
an yang lerjadi (baru atau hanya) sekali saja. apakah hal ity
luga sudah dapat disebut hukum? Sikap tindak atau perike-
lakuan tersebut mungkin berupa.

A. “beslissing lussen rechigenolen  (artinya kepulusan yang
diambil oleh warga masyarakal belaka”); misalnya, dalam
hubungan dengan apa yang dinamakan hukum ' akultatit
dlay hukum tambahan mengalur | aanvullend mechi |
'mﬂimw' antar warga masyarakal yang tidak menganun
hukum fakultatif dan juga tidak dapal dikatakan sebagai
pelanggaran daripadanya.

B. "beshissing van een rechisfunclionaris’ (artinya “keputusan
dari fungsionaris atau pejabal hukum ) misalnya pejabat
yang mengadili “ex asquo et bano™,

Pembedaan tersabut diztas dapat dikembaliken pada pendapal
lar Haar, yang menyatakan bahwa (B ter Maar Bzn: 1930):
“..het gewoonterechl..onstaal en (wordl) onder-
houden door beslissingen, beslhissingen der rechts-
genoclen. vooral met gerag beklede beslissingen van bij

rechishandelingen medewerkende volkshoolden

(terjemahann,a dalam bahasa Indonesia
“...hukum kebiasaan.. timbul dan dipelihara oleh
kepulusan-keputusan, (yaitu) kKepulusan-keputusan

rosmi dari kepala-kepala acal yang ikut serta dalam
tindakan-tindakan hukum..... ],

Sikap tindak atau perikelakuan sedemikian adalah hukum,
apabila berlandaskan keyskinan atau kesadaran akan kedamai-
an (| de overtuiging van vreedzaambeid ), sehingga dapatiah
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disimpulkan bahwa dalam hubungan ini hukum itu merupakan
keseluruhan Keputusan-keputusan (dari pejabat maupun antar
pribadi), yang dilandasi keyakinan atau kesadaran akan keda-
maian pergaulan hidup. Adapun keyakinan atau kesadaran
yang menjadi landasan keajegan (" regelmatigheden |} maupun
keaputusan-keputusan [ bDeslissingen |, dapatian dikatakan
sebagai wadahnya jalinan nilai hukum yang mengendap dalam
sanubar manusia, dan iniizh kesadaran hubkum.

Faham tentang kesadaran hukum sebetulnya berkisar pada
fikiran-fikiran, yang menganggap bahwa kKesadaran dalam din
warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang manen-
tukan bagi sahnya hukum Pada awalnya masalah kesadaran
hukum timbul didalam proses penterapan daripada hukum
positit tertulis, Didalam kerangka proses tersebul tirmibul
masalah, cleh karena adanys ketidak sesuaian antars dasar
sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa alau
kesadaran warga masyarakal) dengan keryataan-kenyataan
dipatuhinya ataupun tidak ditaatinya hukum positil tertulis
tarsabut. Merupakan sualu keadaan yang dicita-cilakan atau
dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsionil antara
pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyara-
kat dan kenyataan dipatuhinya hukum poesitif tertulis. ldes
tentang kesadaran warga-warga masyarakat sabagai dasar
sahnya hukum positil tertulis diketemukan didalam ajaran-
ajaran tentang “Rechtsgefuhl” atau Rechisbewussisein  yang
intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikel warga-
warga masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnys
{G.E. Langemeijer: 1970).

Jadi, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran
akan nilai-nilai yang terdapal di dalam diri manusia, tentang
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan

a2

ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah, nitai-milas tentang
fungsi hukum dan bukan suatu penilaian [menurut) Rukum
terhadap kejadian-kejadian yang konkrii dalam masyarakat
yang bersangkutan (Paul Scholten 1354),

Jalinan nilai-milai  hukum yang mengendap dalam din
warga masyarakat sangal penting, oleh karena  nilai-rilai
tarsabut-

A merupakan abstraks' daripada pengalaman-pengalaman
pribadi, sebagai akibat daripada proses interaksi sosial yang
kontinu,

B. senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena
didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula,
C. merupakan sualu kriteria untuk  memilik tujuan-tujuan

didalam kehidupan sosial,
merupakan sesuatu yang menjadi pengoerak  manusia
kearah pamenuhan hasral hidupnya, sehingga nilai-nilan

merupakan faktor yang sangat penting didalam pangarahan
kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia

Secara langsung maupun tidak langsung, kesadaran
hukum berkaitan erat dengan kepatluhan atau ketaalan hukum,
yang dikonkritkan daiam sikap lindak atau porikelakuan manu-
sida.  Masalah kepatuhan Bukum tereebul yang merupakan
suatu proses psikhologis yang sifatnya kwalitati) dapat dikem-
balikan pada tiga proses dasar, yakni (H.C. Kelman: 1966)

A “"Compliance”, yang diartikan sébagal suate kepaiuhan
vang didasarkan pada harapan akan sualu imbalan dari
usaha untuk menghindarkan diri darl hukuman yang
mungkin  dijaluhkan (apabila tidak taat). Kepatuhan
thi sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan akan
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ujpsan hukum, akan tetap: lgbih dilekankan kepada sistim B. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan

pengend.lian ari pemegang kekuasaan Sebagai salah salu E olrh hukum dan menyetujuinya. akan tetapi din
kibatnya adalah, baiwa kepatuhan hukum akar ada tidak setuju dengan penilaian yang diberikan cleh yang
apabila ada pengawasan yang kelat lerhadap pelak- boerwenang lerhadap hukum  yang  bersangkutan
i res e e e C. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia fictak

B, ‘identitication” yang fterjadi apabila kepatuhan hukum setuju dengan kaedah-kaedah tersebul maupun pada
ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya akan telap: agar nilai-rilai yang berwenang
supaya keanggautaan kelompok tetap lerjaga. serta ada D. Seseorang tidak patuh pada hukum, akon tetapi dia
hubungan baik dengan merska yang memegang kekuasaan. menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai
Daya tarik kuat untuk ta'at, adalah keuntungan yang akamn dari mereka yaig berwenang
diperoleh  dari hubungan-hubungan lersebul, sehingga E. Seseorang sama sekall tidak menyelujui e
kepatuhanpun senantiasa lerganiung pada buruk-basknya dan dia pun tidak patuh pada hukum |- melakukan
interaksi tadi. orotesi.

C. ‘imternalization ', dimana seseorang mematuhi hukum Hai-hal lerssbut diatas mungkin dapat meniad penvebab ler-
Karena secara inlrinsik kepatyhan tadi mempunyai imbalan, Incinye ‘sitaask-situnsi, sebegei berikut (R: Biersbed oy
108/ T ity SRS QOGN CRSTOT e ~1. What is deviance in one group may be conformity in
ralit. sbjek semula pengaruh tarjadl ate S Kaiy. o egnother ... The man who rebels agamnsl all of the norms

merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. hasil darn proses

of his society is not usually a Bohemian but rather
ieresbut adalah suatu konlormitas vang didasarkan pada

8 hermit,. one who separates himsel! both physically

motivas: secara intrinsik. Pusal kekuatan prea. ini adalah and socially from his community.
kepercayaan warga masyarakat terhadap Wll.llhmhuhum. 2 The same. individuake it e A s
terlepas dari perasaan atau IIIIN“'!'.- terhadap kelompok different groups and are excepied to conform 1o
atau pemegang kekuasaan (L. Pospisil: 1971). different norms. When these norms contradict one
Olen karena faktor-lakior tersebut diatas. maka dalam masya- another, or when they conflict, the indivioual is forced
rakat akan dapat dijumpai plllb.lﬂ'll derajal kepatuhan. antara into making a choice between them .
\ain (G.P. Hoetnagels: 1973). 3. Ditferences in norms are barriers to understanding,
A Seseorang bersikap tindak  atau DRrperkelakuan Indesd, a normless situation i1s a situation of anomy,
sebagaimana diharapken oleh hukum dan menyetujui- and anomy represents chaos, just as society represents
nya halmana sesuai dengan sistim nilai-nilai dari order. But it must also be apparent that different and
mereka yang berwenang. conlrary norms are barriers lo easy and regular social
intearcourse,
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Didalam suasana pembangunan, konsepsi hukum sebagai

perangkal sikap tindak atau perikelakuan adalah bermanfaat
apabila kita menghubungkannya dengan peibagai bDidang
kihidupan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, oleh karena
pembangunan nasional berujuan uniuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang mersta maternl dan spirn-
tuil perdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Hesatuan
Fepubliv Indonesia yang merdeka, berdaulal, bersatu dan
berkedaulatan rakyal dalam suasana perikelakuan bangsa yang
aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka. bersahaba!. tenib dan damai
{Ketetapan MPR Rl Nomor IV/MPR/1978). Lagi pula, ada ke-
canderungan yang kuat untuk mengkaitkan proses pambangun
an dengan pandangan-pandangan atau cila-cila yang optimistis
sifatnya Pandangan-pandangan atau cita-cita tersebut biasa-
nya hendak diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk menca-
pal taral kehidupan materil dan spintul yang lebih bark dan-
pada keadaan yang telah atau pernah dicapal,
Dengan demikian, maka pembangunan marupakan perubahan
jarencana dan terarah yang mencakup aspek-aspek politis.
ekonomis, demografis, psikhologis. hukum, lehnologis,
kebudayaan, dan seterusnya yang dimanifestasikan dalam
hukum.

Untuk menjelaskan hubungan antara pembangunan
dengan hukum sebagai perangka! sikap tindak atau perike-
lakuan, kita akan mempargunakan sebagai pangkal tolak suatu
konseps: Panca Terlib yang membagi pergaulan hidup hanya
dalam tiga bidang pokaok, yaitu

A. Bidang Ekonomi,
B. Bidang Politik. dan
C. Bidang Sosial

Adapun yang disebut bidang sosial adalah bidang yang
mencakup thdang-bidang lainnya dalam pergaulan hidup yang
tidak termasuk bidang-bidang ekonomi atau politik (sebetulnya,
bidang-bidang ekononi maupun politik adalah juga merupakan
bidang sosial). Dengan demikian, maka bidang sosial (sepert
halnya dengan kebudayaan) didalam hubungan imr menjadi
pengertian residu, yang antara lain melpull bidang-bidang
seperti pendidikan, kesenian, kesehatan, dan lmn sebagainya

Bidang yang manapun didalam pergaulan hidup, pada
kenyataannya adalah terdiri dari keajcgan-keajegan | regulari-
lies/regelmatigheden™) dan kepulusan-kepuiusan | beslis-
singen ) yang tidak ajeg. Diantara keajegan-keajegan dan
keputusan-kepulusan tersebu! ada yang beriandaskan keyakin-
dn atau kesadaren akan kedamaian pargaulan hidup, dan ada
yang tidak: maka, yang beriandaskan keyakinan atau kesadaran
tersebut, adalah (tertib) hukum. Kecuall itu ada pula sikap
tindak atau perikelakuan yang secara insidentil atau secara
khronis mengganggu kedamaian hidup: inipun lermasuk
bidang tertib atau !sbih tepatnya peneriban — hukum yang
khusus. yaitu tertib Hankam. Apabila ditinjau secara konsep-
signil, maka tertib hukum dan tertib Hankam ticakiah masing-
masing berdiri sendiri terpisah salu dengan lainfya. Dengan
demikian dapatlah xita berbicara tentang tertib hukum dalam

arti luas yang mencakup lertib hukum dalam arti sempil dan
tertib Hankam,

Apabila kita hubungkan tertib Hukum dalam arti 'uas

dengan ketiga bidang pergaulan hidup yang telah disebuitkan
di atas, maka tertib ekonomi, tertib politik dan ternib sosial

lidak lain adalah merupakan terio hukum ity juge. Hal itu adalah
sesuai dengan pandangan ‘entang adanya apa yang disabut
"economic law’’; begitu pula kita mengenal pengertian poli-
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tisch recht” yang diintroduksikan oleh Thorbecke dan tenlang
“spciaal rechl’ dapat ditalaah dalam kurikulum beberapa
fakultas hukum di negeri Belanda. Disamping itu juga mulal
dikenal pengertian-pengertian seperli 'medical law’, “mantima
law . dan seterusnya

Agabila bidang-bidang pergaulan hidup tersebut digambar-
kan secara visuil. maka akan didapatkan lingkaran {lingkungan)
pergaulan hidup, sebagal berikut:
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’ \
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\ ’
N\ 7
b "
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Sektor | — Ekonomi,
Sektor | — Politik,
Sektor Il — Sosial
28

Lingkaran dalam Lingrunpan Sikap tindak atau perik: ias :an
(Exanoimi. Politk dan Sosall belakadannya (| B

neg » mBj
Lingkaran luar iSektor | A = ferlib Ekonoim | @coiomic
aw | IGemilor i1 A ) lerhio polinie sesior I A -
tertin Sosal - tertit Hukuo dalao ani luas
bagean luar dan hngkaran itk fertip Hankam

Sagian dalam dan lingkaran Gilik ferth Hukum
dalam arti sempil

Sebagal Husirasi baiklah kita sekarang menslaah masalih
pembangunan ekonomi yang pada dasarnya berarti mekansasi
dan industrialisas: yang berdasarkan teknologl modern. Suatu
pemangunan ekonomi akan berhasil. apabifa warga masyara-
kal yang bersangkulan mempunyal cirecin, sebagan berikul

A. Menaruh perhatian besar gan memia Lngg Denda
materiil,

B. Menilai tinggl teknologi,

C. Orientasi ke masa depan,

0. Keberanian (yang didasarkan perhitungan yang mantap)
uniuk mengambil resiko,

E. Jiwa yang tabah dan kelekunan didalam usaha,

F. Kemampuan untuk bakerja sama dengan sesAMANYS,
alas dasar disiplin dan tanggung jawab.

A dan B adalah ciri khusus pembangunan ekonomi, soorang
C sampal dengan F cin pada pembangunan apapun

Apabila kita meneliti alau melakukan pengamatan terhadap
proses pergaulan hidup dewasa ini, mungkin akan dijumpai
keajegan-keajegan dan keputusan-keputusan | beslissingen’’)
yang baru. Artinya. keajegan dan keputusan yang lain daripada
yang ada dimasa lampau, yang tidak dikenal dalam ketentuan-
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ketentuan tertulis | ‘black letter law | yang ada, alaupun yang
menyimpang danpadanya Terhadap kejadian-kejadian yang
pidak dikenal janganiah  terburu-bury  menganggap hal iu
sabagal sesualu yang berada diluar hukum, sghingga tidak
periu diperhatikan oleh kalangan hukum Sebatknya salaly
diingat, bahwa “legal phenomena are social phenomena’’
{Roscue Pound) dam ferhadap penyimpangan-penyimpangan
tidaklah boleh selalu dicap sebagal perbuatan melanggar
hukum, walaupun fidak sesuai dengan kelentuan tertulis
apapun bentuknya, lebih-lebih yang sudah usang {oleh karena
dibentuk wntuk dan dalam keadaan masa yang nerlainan).
Ingatiah bahwa ‘compiete deviance or complele conformity
represent ideal types at either end of a continuum, and in no
society is either extreme ever achieved” (R. Ball: 1978) Lagi
pula periu dipernatikan bahwa (Roscoe Pound: 1960)

‘Although an important group of nec-analytical jurists still
think of law a5 & booy of rules attaching prescribed
detailed sanctions to prescribed deiails of sociaily
undersired conduet, it has become genarally well
perceived that the judicial process cannot be held soclely
to rules ... All legal exparience that the power ol adjusting
the operations of legal precepis lo the exegencies ol
special circumstances s Jnavoidable il there is o D& a
complete system of justice according 10 law

Hendaknya. keajggan-keajegan dan keputusan kepulusan
baru dalam kegiatan sionomi dipertimbangkan masak-masak

apakah
A Berlandaskan keyakinan alau kesadaran akan kedamas-
an pargaulan hidup. dan
B. Memang dapat memelinara dan meningkatkan kedamai-
an itu, apa flidak.

-
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Untuk dapat melakukan semua itu dan memantaatkan diri bagi
pembangunan, maka kalangan hukum haruslah mengikuti
secala kejadian dalam pergautan hidup, Kejadian-kejadian yang
baru, yang positif maupun negatif bagi kelangsungan pargaul-
an hidup yang damai harusiah dicainl dan disusun dalam
suatu sistim kompilasi data, sehingga pada waktunya diperiu-
#an kalangan hukum sudah sep dan sadar akan segala
sBfuatunya.

Suatu cara melihat aratnya hubungan antara ekonomi

dengan hukum diuraikan olah C. Westrate, sobagal barikut
(C. Wesirate: 1949):

~Het recht is het kader. waarbinnen het economisch
level betrekking heeft — de “economische constitutie
de “economische orde’’. Het recht van een voik zegt ons,
grotendesls (wani niet alles hangl van het rechi al) hoa
Inn aconomisch feven ernit et

(Terjemahannya didalam bahssa Indonesia adelah
Voo Hukum merupakan suatu kerangka, yang didalamnya
berlangsung kehidupan ekenomi kerangkanya — sepan-
jang hal itu berhubungan dengan kehidupan skonomi —
merupakan “konstitusi ekonomi”, “lertib ekonomi . Untuk
bahagian besar, hukum sualu bangsa (sebab fidak semua
tergantung semata-mata darn  hukum) mengoambarkan
bagaimana kehidupan ekonominya . ).
Tentang hal tersebut diatas Max Veber juga pernah manyata-
kan bahwa (Max Weber 1967

T..BN  BCcOnOMiC system... could certainly not  exist
withoul a legal order with very special featuras which

could not develop except in the frame of & “statal” iegal
orger’’
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Apamah voang dikemukakan tentang Didang ekononi. dapat
dipgruniukkan pula di bidang politik maupun Didang sosial
Ustam brdang politik pun seajegan-keajegan dan kepulusan-ke-
putusan baru yang berlandaskan keyakinan alau kesadaran akan
wedamaan pergaulan Mhidup adaigh pembaharuan hukum,
knususnya politisch regt . Dergan ini hendak digelaskan bahwa
Rukuim dan Sikap lindak atau perikelakuan politik yanyg berlan-
daskan keyakinan alau kesadaran akan kedamann pergaulan
hidup bukan merupakan dua hal yang berbeda apalag) terpisah
Fenegasan bahwa hukum hdak terpisahxan dan politik dike-
mukakan oleh bukan orang lain tetapi Hans Kelsen sondri
pencipta 'pure theory of law” (bukan “theory of pure law’ |,
katanya

Ce ontpolitisering die de Zuivere Rechislesr eist, heeh
beirekking op de welenzchap van hatl recht, maar niet op
haar object, het rechi. Het rech! kan niet gescheiden
worden van de polithek,’

[Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, adalah:
‘Pamisanan Polilik szcara fogas sebagammana dituntul olen
gjaran murni  fentang hukum berkaifan dengan Umuy
nukum, dan bukan dengan obyeknya, yaitu hukwm.
Hukum tidak dapa! dipisahkan dari politik.’

Oleh karena itu hendaknyo kita sadan babwa kalangan
nukum harus mengerti poiitik (= sikap tindak atau perikglaku-
@n yang berhubungan dengan “hei leven van de siaal in al zijn
aspecten’” alau ‘kehidupan negara dalam segala aspeknya |
Mengerti politik tidak berarti osengan sendiringa melakukannya
Pangartian akan politik akan dapat mencegah kalangan fuvkum
untuk manggarap masalan politik tanpe disadan, sefngga
tercegahlah pula salzh laham yang tidak semesiinya yang
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keamungkinan besar akan dapat dimanfaatkan oleh lihak-fihak
yang tidak bertanggung jawab. Sebab yang penting bagi

kalangan hukum, adalan (Max Weber; 1967);

“..the origntation of an action loward a norm, rather
than the success of that norm that is decisive lor its
validity."”

Lidalam perkembangan disiplin hukum Ehususnya filsafat
hukum hal tersebut juga diakui dan disadari. Friedmann

(W. Frisdmann: 1967). misalnya, menyatakan Dahwa:

. all legal theory must contain elements of philosophy
— man's reflections on his position in the universe —
and gain its coiour and specific content from political
theory — the ido&s entertained on the best form of
society. For all thinking about tha end of law is basad
on conceptions of man both as a thinking individual and
as political being."

Dengen damikian, maka sebaiknya kalangan hukwm mem-
perhatikan serta memikirkan hal-hel, sebagai barikut (Roscoe

Pound: 1960):

“(1) Study of the aclual social effects of legal institu-
tions, logal precepts. and legal doctrines.

(2) Study of the means of making legal precepts affective
in action,

(3} Psychological sludy of the |udicial, administrative,
legislative, and juristic processes as well as philo-
sophical study of the iceals.

(4) Stucy not merely of how docirines have evolved
cunsidered solely as legal materials. but study also
of what social elfects the doctrines of law have produced
in the past and how they have produced tham.
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|5} Aecognition of indwidualited application of legal
precepts — of reasonable and just solution of individual
cases.

Suatu contoh dar kehidupan sehan-hari adaiah program
Keluarga Berencana, yang merupakan politik; apakah terhadap-
nya kalangan hukum cukup bersikap pro atau kontra saja?
Yang kontra, misalnya, lalu menunjukkan pasal-pasal terieotu
dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (umpamanya pasal
Z83 jo 534) yang melarang sementara kegiatan program
Keluarga Berencana, sedangkan yang pro kemudian menuniut
agar pasal-pasal yang bersangkutan dirubah atau ditiadakan
saja. Bukanlah masalah semacam itu akan dapal merenggang-
kan atau bahkan meruncingkan hubungan anfara uUNSUr-unNEur
kalangan hukum, 8tau sekurang-kurangnya menimbulkan
hubungan yang tidak serasi 7

Akan berbeda adanya, apabila kita mengerti bahwa
program Keluarga Berencana tidak lain adalah merupakan
suafy kegiatan politik ontuk menunjang pembangunan
ekonomi vang bukan merupakan kegiatan yang berdin
sendiri. Bagsimana peningkatan produksi dapat dirasakan
manfaatnys apabila selalu tertinggal dengan banyaknya kelahir-
an anak manusia 7 Masalahnya adalah, mengapa program
Keluarga Berencana? Tidak sukar wuntuk difahami bahwa
program Keluarga Berencana itu hanyalah merupakan salah
salu sarana dan bukan meneniukan dalam taral ' economic
taks-aff” untuk memaniapkan peningkatan  pemenuhan
kebutuhan materiil (yang belum teniu dan bahkan belum past
membahagiakan sarta mensejahterakan keluarga).

Apakah peningkatan tersebut dialas memang Denar-benar
dipariukan? Suatu pertanyaan yang sukar dijawab dengan
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sangkalan, sekalipun oleh kalangan hukum. Oleh karena itu,
kontra program Keluarga Berencana pada saal ini adalah tidak
bijaksana; akan \elapi kalau menyelujui program keluarga Beren.
cana haruskah pula menyetujui semua cara pelaksanaan prog-
famnya, umpamanya, apabila hal itu dilakukan dengan menyam-
pingkan hal-hal yang bersifat spirituil (atau  Keahliakan)?
Mengapa sampai demikian, apakah pemenuhan kebuluhan
materiil dengan segala upayanya harus mengorbankan kebu-
tuhan spirituil alay ksahlakan? Hal itu periu disadari oleh
karena tioak jarang bahwa [Denis Goulst: 1973}

“.. many change agents assume development's values
o be unequivozally good and conclude the presxisting
values ought not to stand in their way. Such an instiu-
mentalist approach fails to see development as a relative
good, itsell subject to judgment in the light of prior
values,”

Apakah tidak cukup memada: kalau alat-alat kontraseptik
tertentu sebagai salah satu sarana Keluarga Berencana
dijual bebas dalam arti untuk umum (tidak dimuka umum)
pada seliap lembaga kesshatan saja seperh apotik, rumah
sakilt dan ubanﬁmyn. Apabila hal itu dapal dilaksanakan,
maka masalah-masalah yang menyangkul pasal-pasal dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak perlu menimbulkan
ketegangan maupun kerenggangan, walaupun ada balknya
bahwa hal itu dipertimbangkan,

Jikalau kita tidak waspada. maka akseleras: pemenuhan
kebutuhan materil/kebendaan akan sekaligus mempakan akse-

lerasi penggersangan ahlak, yang ditegaskan oleh Baudelaire,
sebagal berikut:

“Technocracy will Americanize us, progress will starve
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spurituality so far that nothing of the blood-thirsty,
frvolows of unnatural dreams of the utopist will be
comparable to those positive facts.. Universal ruin will
manifest iiself not solely or particularly in pobitical instifu-
lons or general progress or whalever else mighl be a
proper name for it, it will ba seen, above all, n Thi
baseness of hearts,”

MNalam hal-hal separti ini kalangan hukum hendakiah
meayingsingkan lengan pajunya, unfuk mencarikan cara-cara
untuk mencapai keserasian daripada ketegangan antara nilai
spiriiunl atau keahlakan dengan nilai materiil atau kebandaan

Diatas telah dibahas perihgl hukum sebagai perangkat
sikap findak atau perikelakuan, yang didahulukan oleh suatu
uraian singkat mengenai hukum sebagai kaedah yang menjad:
ruang lingkup ilmu tentang kaedah. Uraian fersebut merupaken
sualu pengantar terhadap sendl-sendi tala hukum, oleh karena
disatu fihak tata hukum terdin oari kasdah-kaedah hukum yang
(harus) menyejawantah dalam sikap tindak atau perikelakuan
dan dilain finak, sikap lindan atau perikelakuan yang (harus)
mencerminkan kasdah-kasdah hukum.

Hukum sebagal peranghkal sikap tndak atau pankalakuan
manjadi obyek aneka ilmu kenyataan hukum, yaitu:
Sejarah hukum,
Perbandingan hukum,
. Sosiologi hukum, dan
. Antropologi hukum.
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BAB IV
SENDI-SENDI TATA HUKUM

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR SISTIM HUKUM

Pembahasan tentang sendi-sendi tatahukum fidak akan
mantap, apabila tidak didahulul oleh suatu uraian teniang
pangertian-pengertian Jasar sistim hukum, Auang lingkup dan
ilmu-ilmu hukum adalah kaedah-kaedah hukum, kegufusan-
kepulusan pejabat, (hukum) kebiasaan, dan iain sabagainya.
yang merupakan suatu struktur menyeluruh yang disebut
sistim. Dan ilmu-ilmu hukum menyajikan suatu rekonstrsks
sistimatis dari sebahagian takta yang ditelaahnya

Apabila dibicarakan mengenai masalah sistim, maka fakior-
faktor yang relevan untuk dibahas adalah, antara lain
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1. Elemen-elemen sualu sistim, artinya, ada patokan
tertentu yang membedakan elemen-slemen suaty sistim
hukum harus dapat dibedakan dari elemen-alemen
Bistim ekonomi, politik dan sosial,

2. Pembagian dari sistim; artinya, suatu sistim terdiri
dari bagian-bagian yang marupakan aneka sub-sistim.
Misalnya, sistim hukum mencakup sub-sistim hukum
publik dan sub-sistim hukum perdata.

J. Konsistensi; artinya tidak ada hak-hak yang berlawanan
dalam suatu sistim. Misalnya, peraturan perundang-
undangan dalam bidang hukum pidana, harus sinkhron
baik secara vertikal maupun harizontal

4. Kelengkapan sistim tersebut.

5. Pengertian-pengertian dasar (“grondbegrippen’) dari
sistim tersebut, yailu pengertian-pengertian yang
menjadi ciri pangenal dirl suatu sistim.

Pengertian-pengertian dasar yang manjadi eiri dari sislim
Hukum, acdalah sebagal berikut:

1. Masyarakat Hukum

Dangan meng-arti-kan masyarakat sebagai sistem hubungan
leratur dapatiah dirumuskan pengertinn masysrakat hukum
sebagai sistern hubungan teratur dangan hukum sendiri. Adapun
"dengan hukum sendiri” ilu maksudnya hukum yang tercipta di
dalam - oleh — untuk sistern hubungan itu sendiri. Hubungan itu
dalam hal ini dapat diartikan re/ation (abstrak) maupun Communi-
cation (kongkrit). “Relation’ Hu dapat ada tanpa “communi-
cafion” dan tetap ada walaupun para pihak dalam hubungan
flu diam saja, tidur semua bahkan ada yang mati sekali pun.

2. Subyek Hukum

Pengertian sistem hubungan teratur menyimpulkan ber-
bagai pihak yang berhubungan datam sistem ity Masing-masing
pihak itulah yang disebut subyek hukum.
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Sifat subyak hukum itu ada yang:

@ mandiri karena mempunyai kemainpuan penuh untuk ber-
sikap tindak.

b. terlindung karena (dianggap) tidak mampu bersikap tindak.

c. perantara yang — walaupun berkemampuan penuh sikap
tindaknya dibatasi, sebatas kepantingan pihak yang
di-antarg-i.

Hakekat subyek hukum dibedakan antara
a. pribadi kodrati/fatuwrlt persoon yaitu manusia lanpa
terkecuall,
b. pritadi hukum/rechispersoon yang mungkin:
— susty keutuhan haria kokayaan, misalnys wakal dan
yayasan.
~ sustu bentuk Susunan relas, misalnys KOperasi, persercan
lerbatas di bidang Hukum Perdata dan MNegara sortd
bagiannya di bidang Hukum Tantra/Megara.
¢. Tokoh; Logemann manganggap ambt/jabatan sebagai ~per-
go0n " fsubyek Hkum Megara, akan tetspi sesungguhnya
ambrensar/panjabat lebih tepat, asal pengortian ini dikane-
lasikan dengan “status’, jedi tidak melihat manusiafyl.
"Status” juga bermanfaat dalam pengertian berbagai bidang
hukum lainnya, misalnya: suami-isteri dan sebagainya di
bidang Hukum Keluarge, pewaris-ahli waris dan sebagainya
di bidang Hukum Waris,

3. Peranan (Kewajlban/Hak) Dalam Hulum,

Kewajiban merupakan “role’ /peranan imperatif karena tidek
boleh tidak dilgksanakan. Hak adaiah “role/paranan yang
takultati sifatnya karena boleh fidak dilaksanakan.
Kewajiban dan hak itu selalu dalam hubungan barhadapan
dan berdampingan: yang berhadapan misalnya: A berkewajiban
melunasi pihutang B dan B berhak menagih hutang A, adapun
yang berdampingan misalnya. hak A menagih hutang B
didampingi kewajiban A untuk tidak menyalahgunakan haknya
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itu dan sebaliknya, kewajiban B meunasi pihutang A didampingi

hak B untuk “melawan’ gangguan terhadap pelunasan itu.

Hak (maupun kewajiban) dapat dibedakan aniara hak (ke-
wajiban) searah/relati! yaitu hak (kewajiban) menagih (melunasi)
“parstatie dan hak (kewajiban) amak arah/ ‘absoluut™ (%) yang
perinciannya:

a  hak (hukum) tantra: pada penguasa = menagih pajak. pada
warga = hak asasi.

b. pevsoonlijkheidsrechi/hak kepribadian yaitu hak atas
kehidupan/jeven, tubuh/lif,  kehormatanfeer  dan
kebebasan/vrijhaid,

¢ hak kekeluargaan daripada suami-isierl, orang fua-anak
dan sebagainya.

d. hak kebandaan.

@, hak obyek imaterial, misalnya hak cipta.

Dalam hukum tsntra/negara, hak (lakultatii) dan kewajiban
(imperatil) lidak jelas bedanys, misalnya peranan membuat
undang-undang, apakah sebagai hak atau kewajiban, maka dalam
hal hubungan hisrarki lebih tepatl digunakan pengertian ke-
kuasaan ketaatan dalam hubungan penguasa-worga. Dalam
hukum kesluarga yang mengenal hubungan hiesrarki pula ada
pangeriian kekuasaan orang fua.

4. Peristhwe Hukum
Ada tiga kelompok peristiwa hukum yaitu:
a. Headaan yang mungkin bersegi:
- Alamiah, misalnya siang han atau malam hani.
— kejlwaan — normal atau abnormal.
- gosial, misalnya keadasn darurst/perang.
b. kajadian, misalnya keadaan darural/perang.
. sikap tindak dalam hukum yang dibedakan:
- gikap tindak (menurut) hukum yang mungkin sepihak
atau jamak-pihak (perjanjian).
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- gikap tindak melanggar hukum yang berupa:

(a) exess de pouwoirimelampaui batns kekuasaan di bidang
hukum tata negara.

(B) detournement de pouvair/menyalahgunakan kokuasaan
— di bidang hukum adminisirasi negars

{c) onrechimaltigedaad/panyelewengan perdata.

{d} sirafbasr feit/peristiwa pidona yang sesungguhnya
merupakan peristrwa (penyelewengan) di tiga bidang
lainrya tetapi diancam dengan ~strat /pidana.

- sikap tindak lain, misainya jual beli galam Hukum Adat

atau Jsakwaarneming monurut BW,

5. Hubungan Hukum
Hubungan hukum terbedakan dalam:

a. hubungan nebsneinander/sederajat dan hubungan Aached-
nander/beda drajat; yang sederajat tidak hanya terdapat
dalam Hukum Perdata (suami isten) tetapi juga dalam Hukum
MNegara — antarm propinsi yang satu dengan yang lainnya
dan yang beda drajal tidak hanya dalam Hukum MNegara
{penguasa - warga) tetapd juga dalam Hukum Perdsta -
antara orang tua dan anak.

b. hubungan timbal-balik den hubungan tlimpang-bukan
sapihak! Disabut timbal-belik hubumgan itu kamna para
pihaknya sama-gama mempunyal hak dan kewajiban. Dalam
hubungan timpang maka piluk yang satu hanya meampunyai
hak saja sedangkan pihak lain barkewajiban saja
Menghubungken kedua pembecasn itu tidaklah ternyata

bahwa hubungan sedrajal itu ssislu limbal-balik, misalrys pinjam

meminjam itu ssderajat wtapl timpang. Hubungan beda-derajst
juga mungkin timbal-balik ssperti hainya hubungan buruh-

T han,

6. Obysk Hulum

Dbyek hukum merupakan kepsntingan bagi subyak hukum
dan kepentingan itu mungkin:
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a. bersifat material dan berwujud yang dalam bahasa Indonesia
disebut benda/barang. tetapi tidak sama dengan pangartian
raak yang luas sekali penggunaannya dan juga bukan goed
yang mungkin imaterisl sepert tenaga hisirk.

b. bersifat imaterial separti misalnya obyek hak cipla yang tidak
harus disamakan dangan hasil ciptaannya, misainya patung
yang ssbagai sesustu yang berwujud adalah material, tetapi
model palung itw. Dalam Sukum Adal maka gelar juga ler-
masuk obyek imaternsal

B PEMBEDAAN HUKUM

Oleh karena ruang lingkup dan aspek-aspek hukum sangatl
luas, maka dalam kegiatan-kegiatan imiah diusahakan uniuk
mengadakan pembidangan atau kiasifikasi. Jadl (E. Allam
Farnsworth: 1968), “any system ol law can be avided into
categones according to a more or less rational scheme of
classification.... Yet no sysiem of classilication can avoid
arbitrariness and ambiguity... Darl sudut sumber formil,
hukum dapat dibedakan kedalam:

1. Hukum parundang-undangan yang mencakup hukum
yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undang-
an (wattenmechl’ ).

2. Hukum kebiasaan, yailu keajegan-keajegan dan kepu-
tusan-keputusan (penguasa dan warga masyarakal)
yang didasarkan pada keyakinan akan kedamaian
pergaulan hidup | gewoonterechi’).

3. Hukum yurisprudensi yang mencakup hukum yang

dibentuk dalam keputusan-keputusan hakim (“yurispru-
dentie-recht’’).

4, Hukum trakial, yakni hukum yang lerbentuk dalam
perjanjian-perjanjian  internasional  (tractaten-recht”).

5. Hukum ilmiah, yang merupakan hukum yang dikonsep-
sikan oleh kalangan (Imuwan hukum (‘wetenschaps-
recht’)

DV lain fihak ada pula p-li'rhadun yang didasarkan pada

isi atau hubungan yang diatur oleh hukum atau kepentingan
yang diatur, sehingga diperoleh pembidangan dalam:
1. Hukum publik
2. Hukum perdata [privat).
Menurut van Apeldoom. hukum pueblik mengatur kepentingan
umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepenlingan
khiusus (L.J. van Apeldoorn: 18686). Terlepas dari masalah tepal
lidaknya pembidangan ini, ujusnnya adalah [H. Zwarensteyn:
1975):

"... 1o dengte the distinction between those areas of the
law where the private righls and relations of the indi-
vidual citizen are concemed (privata law) and those areas
whara the ralations of the citizen with organized sociaty
as a whoia (the state, or the municipality) are concerned
(public taw).”

Jadi hukum  publik itu dihubungkan dengan aturan dimana

unsur (campur tangan) penguasa, sedangkan hukum perdata

biasanya berisikan hubungan pribadi,

Ada pembedaan lain yaitu antars hukum materiel atauw
hukum subsianti! dengan hukum formil atau hukum ajektil
{hukum acara). Hukum materie! Serisikan hubungan antara
subyek hukum, hak-hak dan kewajiban-kewsjibannya dan
paristiwa-peristiwa hukum. Hukum lormil  “regulates the
methods of enforcing rights and duties” (M. Zwarensteyn:
1975). Secars sederhana dapallah dikatakan bahwa (A.M. Bos:
1978):

"Het materiele recht regelt relaties tussen personen.,
Als zulke regels overireden worden, moel er aits ge-
beuren; het materiele racht moet “gehandhould” worden
en dat gebeurt in en proces. Zo'u proces is zeH weer
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geregeld in die regels helen “formeel recht”. Het for-
meele rechi is dus het procesrechl: ...,

(Terjemahan bebasnya: “Hukum materiel mengatur
hubungan antar pribadi. Apabila aturan-aturan tersebut
dilanggar, maka sesuatu harus terjadi; hukum maleriel
harus "ditegaskan” dan hal itu terjadi dalam suatu proses.
Proses tersebut dialur pula dan aturan-aturannya dinama-
kam hukum formil”. Dengan demikian hukum (ormil
adalah hukum proses’ ')

Pembidangan hukum menurut kriteria lain masih ada; yang
disebut diatas adalah beberapa macam pembidangan yang
dirasakan perlu sebagal pengantar pembahasan sendi-send)
tata hukum. Sebagaimana dikatakan oweh Lemaire, maka
{W.L.G. Lemaine; 1952): °

“Verschillende basissen wvoor indeling van derechts-

voorzieningen zijn mogeljk, al naar gelang van de
gezichishoek van waarui! het geldend recht wordt
bestudeard

(Teriemahan bebasnya. Pelbaga dasar pembidangan
hukum adalah mungkin, sekedar dari sudul mana hukum
yang berlaku hendak dipelajari )

Yang apgaknya penling bagl pembahasan sendi-sendi tata

hukurn adalah pembidangan hukum atas:

1. Hukum publik dan hukum perdata,

2. Hukum materiel dan hukum formil,

dengan tekanan utama pada pembidangan pertama, olsh

karena ssbagaimana dikatakan oleh Lemaire (W.L G, Lemaire:

1952);
"De voornaamsle rubricering van rechisregels is die,
welke uitgedzukt wordt door de begrippen publiek rechl...
naast privaatrecht... en de onderverdeling van hiede
complexen normen.’’
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{Terjemahan bebasnya: “Fembidangan lerpenting dari
aturan-aturan hukum, adalah yang dirumuskan dengan
pengertian-pangertian hukum publik... disamping hukum
perdata... dan penjabaran dari kedua himpunan kaedah-
kaedah tersebut.”)

Sejak lama masalah pembidangan antarz hukum publik
dengan hukum perdaia menjadi persocalan yang didiskusikan,
Banyak perlanyaan mengenal ruang lingkup masing-masing
bidang; misalnya, ada hubungan-hubungan hukum yang diatur
oleh hukum perdata yang mengandung segi-segi hukum
publik, atau sebaliknya. Kalau hal itu dikaitkan dengan negara
sebagal fihak yang mungkin mengadakan hubungan Rukum
dengan fihak-fihak terientu, apakah hal itu pasti masuk bidang
hukum publik? Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa
hubungan hukum yang melibatkan negara, capat mancakup
unsur-unsur hukum perdala; misalnys, negara membeli tanah
untuk kepenlingan pendirian kantor baru Bagaimana halnya
kalau negara mengangkat sesecrang warga masyarakat
menjadi pegawai negeri? Apakah bedanya anlara sesenrang
yarg diangkat sebagal guru sekciah negeri [oleh negara)
dengan guru sekolah swasta (yang diangkal oleh suatu
yayasan, misalnya)?

Masalah-masalah semacam apa yang diuraikan di alas,
menimbulkan diskusi yang lidak sedikil, tetaps yang tidak dapal
memecahkan masalah tersebul. Selanjuinya diusahakan uniuk
memecahkan masalah tersebut dengan menetapkan p-elhng_n}
kriteria untuk membedakan bidang hukum publik dengan
hukum perdata, misalnya, dengan mengajukan patokan-
patokan sebagai berikut (Paul Scholten: 1354)

1. Pribadi yang melakukan hubungan hukum,
2. Tujuan hubungan hukum sebagaimana tercantum
daiam peraturan.
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3. Kepentingan-kepentingan yang diatur,

4. Kaedah-kaedah hukum yang terumuskan.
Pada hubungan antar pribadi timbul kesulitan, apabila negara
tersangkut dalam suatu hubungan hukum (apakah itu bersifal
publik atau perdata). Juja sulil untuk secara logas dan
mutlak membuat batas antara kepentingan umum dengan
kepentingan pribadi; lalu bagaimanakah caranya untuk menen-
tukannya dari kaedah-kaedah itu sendiri?

Kesimpang-siuran mengenal pembidangan hukum publik
dan hukum perdata, sebetulnya berkisar pada pertanyaan-
pertanyaan, sebagai berikul:

1. Dapatkah diadakan pembidangan antars hukum publik
dan hukum perdata yang didasarkan pada sifat hakekat
kaedah-kaedah yang dicakupnya yang, misalnya, kurang
lebih sama dengan pembedaan antara kaedah hukum
imparatil dan fakultatil, yang untuk saetiap tertib hukum
tidak tergantung pada tempat ¢an wakiy ?

2. Dapatkah diadakan pembidangan antara hukum publik
dan hukum perdata dengan cara menampatkan
hubungan-hubungan hukum pada sumber-sumber
formil hukum positit seperti hukum perundang-undang-
an, hukum yurisprudensi, dan ssterusnya. yang tergan-
tung pada wakiu dan tempat 7

Hingga kini ada kesatuan paham, bahwa hukum mengatur
hubungan antar warga masyarakat, yang menyangkut hak-hak
dan kewajiban-kewajiban. Keadaan sedemikian berproses
hmmmmuqmmlmmm
masyarakat) yang biasanya terorganisasikan dalam suatu
bentuk yang dinamakan negara. Hukum memeriukan proses
penegakan; apabila terjadi sengketa, diperiukan keputusan
yang menyelesaikan persengketaan tersabut, akan tercapai
kedamaian (kembali) dalam masyerakal. Ponyelesaan
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sengkela tersebul, mungkin diputuskan oleh suatu negara,
misainya, pengadilan. Tidak hanya iu; sebab organ-argan
terentu dari negara juga membentuk hukum, yang pada
umumnya didasarkan pada peraluran perundang-undangan.
Dengan demikian ada dua macam bidang hukum Yyang
disatu fihak mengatur hubungan antar warga masyarakat
dan yang dilain fihak mengatur organisas: mas yarakat
tersebut. Yang terakhir menyangkut pembentukan hukum dan
penegakar. hukum. Dengan demikian, maka sebetulnyz dapat
dibadakan antara hukum publik dengan hukum pardata atau
hukum negara dan hukum masyarakai [rakyat]. Yang portama,
antara lain, mengatur pembentukan peraturan perundang-
undcngsn, hubungan antara pemerintah dengan DPR. dan
seterusnya; yang terakhir, antara lain, mengatur soal perkawin-
an, jual-beli, dan lain-tain. Mangena: hal ini Scholten barpen-
dapal (Paul Scholten: 1954)

‘De gadragsregal staal tsgenowar don regel van vorming
van dien gedragsregel, de beslissing legenover de aan-
wijzing, wie de beslissing mag geven, hat recht in de
georgamsesrde gemuenachap tsgenover den vyorm van
die organisatin.”

(Terjamanan bebasnya: ~Aturan perikeiakusn diSedakar
dengan aturan mangenai pembéniukan kesdah terssbu
suatu keputusan dibedokan dan petunjuk fenlang SiEpa
yang berhak memutuskan, hukam  dalam  masyaracal
yang ternrganisasikan dangan benluk oroaniasi  ler-
sebut”)

Secara logis hukum publie mendahulul terjadinya hukuam
pordata: akan tetap! juga fidek kelinu uniuk meEnyatakan bahwa
aturan poerikelakuan atau kaedah lelah ada bersamaen dengan
terbantuknya masyarakai hukum {(jadi, sebelum diformulasikan
clah penguasa).
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Hal yang telah diuraikan dimuka, beium |sngkap uniuk
mencari dasar pembidangan antara hukum publik dan hukum
perdata: masih ada gejala lain yang periu ditelash. Gejala terse-
but adalah suatu masalah, apakan hukum publik barbeda
dengan hukum perdata karona sifatnya? Apakah dengan demi-
kian, ada dua terlib hukum yang harus dipatuhi olsh warga
masyarakal, sedangkan kedua ertib hukum tersebul terpisan
safu dengan lainnya? Dengan menyebu! pendepal-pendapat
Buys dan Oppenheim, Scholten menyatakan, bahwa (Paul
Scholten: 1954):

“... in hel publiekrechi is er esn verhouding van onder-
geschikthaid, in het privaatrecht van galijkheid .
iTerjemahan bebasnya: ~.dalam hukum publik terdapat
hubungan bertingkal, pada hukum perdata terdapat
hubungan sama_rata '),
Pendapat tersebut dicatat. oleh karena yang penting disini
adalah hubungan aniara kekuasaan (“macht”) dan hukum yang
fidak jarang bDersitegang, akan letapi saling memerlukan.
Hukum tak akan mungkin diterapkan tanpa adanys kekuasaan,
dan kekuasaan dibatasi oleh hukum. Dengan demikian maka,
Apabila hubungan antara pemegang kekuasasn dengan warga
masyarakal (yailu pengikut-pengikut] diigentilikasikan ssbagai
hubungan kekuasaan, maka ads kemungkinan bahwa sifat
hukum dari hubungan tersebut lama kelamaan berpudar.
Oleh karena itu hal tersebul oi alas lak dapat memberikan
dasar yang mantap terbadap pembidangan antara hukum
publik dengan hukum perdata. sehingga memang tak mungkin
untuk mengadakan pembedaan fersebut yang berlaku dimans-
pun juga dan tanpa mengindahkan laktor waktu. -Dengan demi-
kian, maka partanyaan (1) tersebut di muka terjawab (secars
negatif)

Katau demikian nainya. apakah dasar pembidangan hukum

publik dan hukum perdata dapat dikembalikan pada hukum
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positif? Dengan menyebut pendapat Hamaker, Scholten menya-
takan bahwa hukum perdata menunjuk pada aturan-gluran

perikelakuan yang bersifat umum; istilah yang tepat untuk itu
adalah “hetl gemesn rechi” (hukum umum atau Bukum masya-
rakat). Dalarn hukum publik jugs dijumpa: aturan-aturan peri-
kelakuan, kepulusan-keputusan, penguasa, aturan-aturan
hukum, dan seterusnya, yang melengkapl hukum umum atau
yang mungkin menyimpang dari hukum tersebut (Paul
Scholten: 1954).

Panyimpangan tersebuf dapat dinyatakan secara egas, atau
mungkin merupakan hasil penemuan hukum (“rechisvinding”}
terhadap hal-hal yang belum alau tidak diatur dalam peraturan
parundang-undangan.

Dengan demikian dapatiah dinyatakan, bghwa ada asumsi
perihal tunduknya organ negara pada hukum umum. Akan
tetapi periu dicatal, bahwa pengacuan paca penguasa sebagai
sifat hubungan, tidak selalu menutup kemungkine. diperiaku-
kannya hukum umum;  akan tetapi hal itu malahan capat
mengakibatkan bahwa hukum umum fu yang diperlakukan.
Kecuali daripada itu, maka penterapan hukum umum dapal
dilaksanakan atas permintaan warge masyarakal Akan teiapi
bukan hal itu yang menjadi kriterium pembadaan bidang hukm
publik dengan hukum perdata, sebab dalam kasus-rasus yang
meragukan dapal dipsrianyakan, apakah aksl semacam
dapat dilakukan. Mamun dapal dikstakan, bahwa tidak dils-
kukannys aksi atas dasar hukum umum tarsebut merupaken
kriterium yang dapai dijedikan dasar. Uniuk menjelaskan hal
iri, Scholten menguraikan suatu conioh yang terjadi di nageri
Belanda, sabagai berikut [Paul Scholten: 1954)

+bv. de ongevallenverpekering (i8] bij ons publek-
ischitelijk geregold.. Men wil donrmes dan e Rennen
'glm. dat niet de arbeider bij een ongeluk vergoading



mag vragen van Zijn patroon, doch zich ta wendan heslt
tol een administratiel orgaan, de Rijksverzekenings-
bank, die op haar beuri ce premies, door den warhgever
& betalan, vastsielt en int. Dat nisttemin datl gemesns
mecht weer geldt waar de witzondering niel meikt, blik
als har fallissement van den werkgover de Riks ved-
Iekerings bank voor de prenpe, gehjk de Stat voor belas-
tingschuld, vanficatie vraagt als schuldeiger '

[Terjemahan bebasnya misalnya. asurans kecelakaan
di negara kita diatur menurut hukum publik Dengan lu
hendak ditegaskan bahwa bDila tgrad kecelakian, maks
se0rang nDurwn hdak Jdapal maminla werugian Repada
majikannya. akan leiap: pada scatu organ administratif
yarlu bank asuransi Pemenntah, yang menetapkan jumiah
prami yang harus dibayar oleh majkan. Bahwa hukum
umum (hukum perdata) kemudan juga berlaku adalah
dalam hal majikan jatuh pailit sehingga bank asuransi
Pemerintah sebagal kreditur memintakan wenfikasi
sebagaimana halnya apabila Pemerintah menghadap
masalah penunggakan pajak !,
Hal yang diuraikan di atas menjeélaskan, bahwa kila iak dapat
menyalakan bahwa suvatu hubungan hukum terbenlu yang
diatur olgh hukum perdata (= hukum umum) kemudian
dimasukkan kedalam bidang hukum publik, Hubungan hukum
tersebut harus ditelaah dalam keadaan konkrilnya, apakah
iermasuk bidang hukum peroata ataukah hukem  publik.

Suatu conioh lain adalah apa yang dinamakan sehagai
"Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak”, sebagai-
mana diatur dalam bab X Undang-undang nomaor 1 tahun 1574
(tentang Perkawinan) Tidak meragukan lagi. bahwa masalah
tersebut masuk bidang hukum perdata (= hukum umum). Akan
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tetapi hal itu tidak sepenuhnya hukum perdata, oleh kanena
dalampasal 49 ayat 1 diryatakan, sebaga berikul:

1) Salah secrang atau kedua orang tua dapat dicabut
kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk wakiu
yang tertentu alas permintaan orang tua yang lain, keluarga
anak dalam garis lurus diatas dan saudasa kandung yang telah
dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keoulusan
Pengadifan dalam hal-hal
a la sangat melalaikan kewajibannya terhedap anaknya:
b. la Derkelakuan buruk sekal
Apa yang dialur dalam pasal 44 ayat 1 dialas, mengandung
segi hukum publik

Suatu conich lain adalah dari hukum pidana, yang biasa-
nya dianggap masus bidang hukum publik (‘strafrecht 18
publiekrecht’’) Tidak semua pasai-pasal HKUHP  adalah
sepenhunnya hukum publik, seperts misalnya pasal 367 yang
bunyinya sebagai berkul (terjermahannya)

(1) Jika pelaku atau pembaniu salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam bab ini adalah suamifister dari orang yang
terkena kajahatan itu, yang tidak berpisah meps dan tempal
tidur atau berpisah harla benda, maka pelaku atau pembantu
tersebut tak dapat diluntut hukuman

(2) Apabila dia suamifister: yang sudah berpisah maja dan
tempat udur atau harta banda, adalah kesluarga orang terssbut
karena oerkawinan. baik dalam Qaris kelurunan lurus maupun
semenda dalam derajat yang kedua, maka bagi dia hanya dapal
dilakukan penuntulan, kalau ada pengadusn CBN orang yang
menjadi korban kejahatan tersebut,

{3) Jika menurut gans keturunan matrnlinal, kekuasaan
gyah dilakukan oleh orang lain dari ayah kandung, maka
kelentuan dalam ayat kedua juga berlaku bagi orang tersebut.
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Dengan demikian dapatiah disimpulkan, bahwa -

1. Pembedaan anlara bidang hukum publik dangan hukum
perdata adalah mungkin

2. Apabila hukum publik dibandingkan dengan hukum perdata,
maka hukum publik merupakan hukum kKhusus {dengan
UNSUr umum) dan hukum perdala hukum wmum.

3. Pemisahan atau batas-batas antara isi hukum publik
dengan hukum perdeta ditentukan oleh hukum positil,
sebab sitatnya lidakiah berbeda

Cara pembedaan lain lagi ialah antara:

8. Hukum tidak tertulis, hukum tercatat, hukum tertulis.

b. Hukum substantif, hukum ajestif,

c. Hukum imparatif, hukum fakultatii.

Ihwal pembedaan tersebut menjadi bahan buky “Aneka Cara
Pembedaan Hukum''

C. PEMBIDANGAN TATA HUKUM
Pembahasan perihal sendi-sendi tatahukum, akan didasar-
kan pada pembidangan hukum publix dan hukum perdata
serta hukum materiel dan hukum formil. Masing-masing bidang
akan dijabarkan lebih lanjul sera diberikan deskripsi secara
garis besar, dengan membatasi pembicarsan pada hukum
material belaka Sistematika dasar yang dipergunakan, adalah
sabaga barikul:
1. Hukum Tantra atau Hukum Negara yang terdiri dari:
i. Hukum Tata Tantra atau Hukum Tata Negara:
a) materiel dan
b} farmiil,
I Hukum Administrasi Tantra atau Hukum Administrasi
MNegara:
a) materiel dan
b} formil

B

2 4. Hukum Perdata materiel yang mencakup
2. Hukum Pribadi.
b. Hukum Harta Kekayaan yang terdin dari
i. Hukum Benda:
a) Hukum Benda Tetap atau Hukum Agrana
b} Hukum Benda Lepas.

il. Hukum Pankatan:
a) Hukum Perjanjian
b} Hukum Penyelewsngan Perdata
¢} Hukum Paerikatan lainnya.

iii. Hukum Hak imaterisl.

. Hukum Keluarga.
d. Hukum Warrs.
2.B. Hukum Perdata formil.
3. Hukum Pidana, yaitu
a, materiel dan
b. formil
(Catatan: Hukum Internasional adalah hukum yang berhubung-
an dengan Paristivia Intornasicnal, yaitu:

1. Peristiwa Tantra Internasional — Hukum Tantra (nter-
nasional.
2 Perisiiwa Perdata Inlernasional — Hukum Perdata nter-
nasional.
3. Peristiwa Pidana Intarnamcnal — Hukum Pidana Inter-
nEsional.

(Mangenai ini skan dijelaskar kemaudian)
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1. Hukum Tata Megara dan Hukum Administras! MNegara,

Pembadaan antara Hukum' Tata Megara dengan Hukum
Adminigirasi Negara dilandasi perbedaan antara negara
dalam xeusdaan lidak bergerak ['de staal in rust’) dengan
negara dalam keadaan bergerak ('de staat in beweging )
Hukum Tata Negara berhubungan dengan neégara dalam
keadaan tidak bergerak dan mengungkap ihwal "stalus” dan
“role’’ dalam negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara
berhubungan dengan negara dalam keadaan bargerak
karenanya berintikan “role-playing” atau sikap tindak negara;
keduanya tercakup dalam Hukum MNegara (=Hukum Publik
minus Hukum Pidana; Hu'zm Publik dalam arli  sempit).

Inti permasalahan Hukum Tata Negara adalah:
a. Status atau kedudukan yang menjadi subyek/pribadi dalam
Hukum Megara, yaitu
i. Slapa penguasa/pejabat negara dan apa lembaga-
lembaga negara.
i, Slapa warga negara, siapa bukan,
ad.i. Menurul Hukum Tato MNegara (UUD 1945) Al strukiur

kalembagaan negara tingkal pusat dapal digambarkan
sebagal berikul:

-

fio o [

.  Majelis Permusyawaratan Rakyat (1)

il.  Presiden/Kepala Negara (2),

ili. Presidgen/Kepaia Pemarnnmhan (3). Dewan Perwakilan
Rakya! (4) sebagai peran sertz pembuat Undang-undang
bukan badan isgesiatif, Mahkamah Agung (5),

I¥. Dewan Manteri pimpinan Daparteman sebagai polaksana
kekuasaan Pregsiden (6], Dewan Pertimbangan Agung
sebagai penasehal Presiden (7). Badan Pengawas
Keuangan sebagai pembantu DPR [8), Kejaksaan Agung
(M yang sebagal Staande magiratuur  mempunye
hubungan kerja dengan Mahkamah Agung sebagai
“Zittende magistratuur , Badan Parancang Masional (10)
yang seharusnya wajib menenma  wsul-usul DPR.

Catatan: (89) dan (10) merupakan lembaga nonkonstitusionel

telapl idak i/ sontra-konstitusionsl,

Ad.ii Siapa Warga Negara dan sapa orang asing dilentukan
dalary Undang-undang Kewarganegaraan.

b, Aoie atau paranan, yang dibedakan antara:

i. Paranan (manurut) Hukum yang harus dilaksanskan,

yaitu kewajiban, stav yang boleh dilaksenakan yaitu hak;
tetapl hal ini blasanya sukar untuk dipastikan (peranan
mangadili dari hakim).
Oleh karena itu ada rumus “publiek macht = publiek
plicht” (hak publix adalah kewajiban publix) dan bila
peranan ini dilihat dalam hubungan h.erarkhis, maka
disebut kekuassan dar penguasa atau atasan, atau
kataatan dari warga atau bawahan.

Peranan (menurut) Hukum. oleh Van Vollemhoven, dibeda-
kan antara empat macam: 1 "regeling 2 “bestuur, 3 plitie,
4 "rechisprask”. Bile dihubungkan dengan ajaran Montes-
quieu maka ‘regeling = logesiatil. ‘bestuur, politie” = akss-
kutif: “rechitspraak’ = judikatif
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ii. Peranan wantah yang diluar tetapi lidak berentangan
dangan hukum.

Pembedaan antara status dan “role” disalu fihak, dan
“role-playing’’ atau “role periormance’ difihak lain, menyim-
pulkan parbedasn antara inti Hukum Tata Megara dan infi
Hukum Administrasi Megara. Walaupun demikian, hal itu tidak-
lah dimaksudkan untuk mencegah adanya satu undang-undang
yang saekaligus mengatur segi-segi Tata Negara dan segi-segi
Administrasi Negara (Purnadi Purbacaraka: 1978).

Hukum Tata Megara, menurul Logemann. mempunyai
ruang lingkup ssbagai berikut (JHA Logemann: 185}
a. “persponslesr’ (ajaran lentang pribadi atau Tstatus”)
yang mencakup “de problemsn wvan de mens ails plichien-
subject... die van mens als waardensubjecl..., de persoon-
ificatie, de vertegonwoordiging, onstaan en temietgaan van
parsonenlijkheld, het orgenisatierechi, de competentie-
afbakening.

[Tarjprnahan bebasnya: ~“masalah-masalah mManusia sebagai
subyek yang mampunyn kewsjiban”, manusia sebagai subyen
yurg mempunyai hai, personifikasi, perwakilan, timbul dan
hilangnys kepribadian, hukum stau hak organisasi. pembatas-
an wewenang '},

b “gebiediesr (ajaran wentang lingkup laku) yang diartikan
sshagai de sfeer waarbinnen de norm geldl [lngkup laku
kamdah). Ajaran i menyangkut permasalahan mengenal oatas-
batas cara-cara, wakiu dan lingkup wilayah pnbadi alaw
kelompok pribadi (sebaga: subyok hukum) dapal bersikap
lindak atau berperkelskusn menurut kasdah-kasdah yang
bariaku (JHA. Logemann. 1954).

Van \Vollenhoven, gurumya Logeinann, mansgaskan

lentang Hukum Tata Negara sebagsi Derikutl. 'Hael steatsrechi
.. heel .. vooreers! slie hogera an lagere (echisgemoens-
chappsan mat hun hierachie betekenen, dan van ok dier
gemeenschappen hel grond- en personengebied te omschrij-
ven, en vervolgens aan e geven, owver welks organen de
verschillende overheidsfuncties werdeeld zijn bij elko dier
gemeenschappen (samenstelling en bevoegdheid dier organen
te ragelen) . (J.H.A Logemann: 1954)
(Tarjemahan babasnya: ~“Hukum Tata Negara pertama-tama
menentukan apa/mans saja masvarskal hukum aizssn den
bawahan dengan jenjang Lngkatannya, kemudian merumus-
kan fingkup peranen terhodap wilnyah serts warganya selan jutnya
menunjukkan kekussaan mecam apa yang disstahkan kepada mneka
iembaga dalem tisp masyarakat hukum],

Adapun Hukum Administrast Negara menurut van Vollen-
hoven yalah: 'dat complex ven bepalingan, waaraan hogere
en lagere organen gebonden zin, Zodra re van hun reeds
vaststaands staatsrechielijke bevoegdhe:d gebruik maken
[J.HA Logemann: 1854),
iTerjemahan bebasnyd: Kumpulan ketentuan yang wajb
ditaati oleh lembage kekusssan/pe|abat atazan maupun
bawahan, setiap kali melaksamakan karya/peranan barlandas-
kan H.T.N}, G

Dengan bertitik tolak pada pengerian bahwa Ad:ninlui:;m
Megara pada hakekatnya adalsh kegiztan melaksanakan Harya
Tantra, maka inti Hukum Administrasi Negara adatah (Purnadi
Purbacaraka, 1978)

a. Kegistan adminisiras: negara

i. Sikap tindak atau perkelakuan hukum negara yang



merupakan pelaksanaan peranan hukum — kewajiban‘hak
(kekuasaan), dalam bhal ini ada dua kemungkinan, yailu

a) kagiatan atau proses menciplakan peraturan-peraturan
yang berupa keteniuan absirak yang berlaku umum, tidak
untuk peristiwa konkril yang khusus subyeknya; inilah regel-
ing"” {pengaturan) atau perundang-undangan dalam arii luas.
Hasil-hasil kegialan alau proses semacam ini dikenal dengan
nama Keputusan Fresiden. Keputusan Menteri, dan lain
sebagainya. Memang, yang menjadi masalah adalah hngkup
laku daripada peraturan itu dan batasan dar lingkup |lakunya
adalah intern keorganisasian administrati! yang dioawahi
Frasiden/Kepala Pemerintahan (bukan Kepala MNegara], yang
dibawahi Manteri (cCalam lingkungan ODepartemennya) dan
eaterusnya. Dalam hal pengaturan diluar itu untuk warga
masyarakal (lerulama pembebanan terhadmpnya) dan bukan
Perlengkapan Megara lain yang diluar lingkup kuasa Presiden/
Kepala Pemenntahan — bentuknya adalsh Undang-Undang
dengan pengaturan lebib lanjul dalam Peraturan Pemerintah.
Suatu contoh ketentuan Hukum Administrasi negara delam hai
ini, islah pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, vang berbunyi,
sabagai berikut:
l|‘lJ Anggauta-anggauia Dewan Perwakilan Rakyal berhak

memajukan rancangan Undang-Undang

(2] Jika rancangan itu. meskipun disetlujul oleh Dewan Perwa-
kitan Aakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancang-
an tadi tidak boleh dimajukan lag) dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyal masa ifu

Ketentuan Hukum Tala Negara yang berbubungan dengan itu
adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbuny, sebagail berikul

Presiden memegang kekuasasn membeniuk undang-undang
dengan parsetujuan Dewan Parwakilan Rakyal.

b} kegiatan atau proses untuk menciptakan kepufusan yang
berupa katentuan Konkrl untuk subyek KRUSUS, I MErupaxan
kegiatan yang dapal dipedinci dalam liga bidang, yakni
1) bidang “'bestuur’ yang bentuk atauy macamnya adalah,
antara lain:
la) perizinan
b} pembebanan
ic} penentuan status atau kedudukan
{d] psmbubktian
(e} pamilikan dalam pongadaan dan pemalinarasn parlongkap-

an administras

2) bidang “'politie” yang mencakup profe: pancegahan
{orevensi) dan proses pemindahan [reprosoi) suaty kejadian
yang mengganggu kemantapan/kemajuan pada umumnya atau
pada khususnya mengganggu kehidupan pribadi (kebebasan)
miaupun antar pritadi (kKetertiban).

d) bidang “rechtspraak” atau adminestration of justice
{peradilzn) yeng pada umumnya dibsbankan kepada peng-
adilan/hakim.

i, Sikap tindak atau perikelakuan semata-mata (~tidak yuri-
dis; "'materiele handelingen™).

iil. Sikap tindak atau perikelakuan hukum perdata, misalnya
pembelian periengkapan administrasi negars.



b. Perihal hubungan subyek atau peran dalam administrasi
negars:
i. Hubungan antar Penguesa (Penjabat/Badan Periengkap-
an):
a) dalam kegiatan salu SIGLM anlar-paran atau keorganisas-
an intern.
b} dalam kegiatan antar Badan Perlengkapen Negara (misalnya
antara DPR dengan BPK).
inti masalah daripada hubungan antar Penguasa maliputi
dua sagi, yakni:
a) Struktunl;
(1) subordinatif
(2) woordinatif.
b} Fungsionil, yang meangenai kesesuaian antars rumusan
["job-description’] dengan pelaksanaan peranan (“job
parmarmance |

il, Hubungan antara Penguasa dengan Warga Masyarakat

yang tergantung pada:
a) prinsip pasip atau prinsip menunggu. yang hanya mem-
bolehkan Megara bersikap tindak terhadap warga apabila hal
itu diperlukan bagl warga. Inilah yang merupakan prinsip cita-
cita Negara Penjaga Malam (“Nachtwaker Staat”) yang meman-
dang hukum semata-mata sebagal sarana pengendalian masya-
rakat (“social control”).

b) prinsip aktip atau prinsip membina, yang mangharusian
Negara menggarap kepentingan Warga agar tercanal kesejah-
teraan kebendaan (materiel) maupun keahlakan (spirituil) bagi
Warga. Ini merupakan prinsip cita-cita Negara Kesejahteraan

("Sociale Welvaarisiaal') yang mengakui hukum sebagai
sarana penggerap masyarskal (“social | enginsering')
disamping sebagai sarana psngendalian masyarakal,

. Hukum Ferdata.

Hukum perdata (mateniel] sebagel sistim keedah-kaedah
hukum, mangatur hubungan anlar pribadi didalam memanuhi
kapantingon-kepantingannys. Struktur hukum perdats, araias
sebagai barikut (W.L.G. Lamaire: 1952);

&. Kaedah-kaedah hukum fentang pribadi kedrati, hak-hak dan
kowajiban-kewajibannya, hubungan hukum, dan ssterosmya
(hukum pribadi).

b. Ksedah-kaedah hukum yang mengatur kebutuhan-
kebutuhan kebendoan, ekonomis dos  pribodl  hodrag
{hukum harta kekayaan).

€. Kaedah-keedah hukum yang mengalur hubungan kokerabat-
an {=hukum keluarga).

d. Kaedah-ksedah hukum yang mengaiur masalah-masalah
kewarizan (= hukum waris).

a. Mukum Pribadi.

Hukum pribadi mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban
daripada pribadi, yailu subyek hukum. Pribadi kodrati lelah
mempunyai hak dan kewajiban sejfak lahir sampal dia mening-
dal dunia. Pengecualisnnya ada daiam hukum pribadi Barat,
dimana dialur bahwa secrang anzk yang masih berada dalam
kandungan ibunya karena kepentingan-kepeniingan tertentu,
dianggap telah mulai mempunya hak dan Yewajiban (pasal 2
B.W., yang merupakan fiksi hukum)

Titik tolak garipada hukum p rdata adalan, bahwa pribadi
dapal pertindak sendiri untuk kepentingan-kepentinganiya,
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saorang pribadi mempunyai kedudukan otonoom. Alas dasar
itu, maka pribadi mempunyai hak uniuk bersikap tindak atau
perperikelakuan |“handelingsbevoegd ). Bersikap tindak atau
berparikalakuan diartikan sebaga: sikap tindak alau penkaizku-
an yang mempunyai akibal hukum. Oleh karena ilu walaupun
satiap pribadi kodrati berhak wntuk bersikap lindak atau Der
pericelakuan (hukum), tidak setiap pribadi dianggap mampdu
atau cakap untuk melaksanakannya | handelingsbekwaam )

Kecakapan bersikap tindak atau barperiuslakuan dalam
hukum ada, apabila yang bersangkutan telah dewasa. Didalam
peraturan perundang-undangan lerentu, misainya, Undang-
iindang nomor 1 tahun 1874 {tentang Perkawinan) ditetapkan
bates usia 16 tahun dan 19 ftahun bagl wanita dan pria.
Menurut Hukum Adat patokan menjadi dewasa adalah (B ler
Haar BZN: 1950):

.het ogenblijk waarop hij of zi| gehuwd uit de ouderlijke
ol schoonoudarlijke gezinswaoning wegtrakl an het jonga
echipaar als sen eeifsiandig gezin gaat wonen. '

(Terjenahan bebasnya:

" _pada saat pria atau wanita menikah dan memisahkan
din dan rumah langga orang tuanya ztau merfuanys, dan
mempelai tadi mempunyai rumah tangga yang bardin
sendiri'').

Biasanya mampaiai yang baru menikah tinggail selama satu
tahun pada orang tuanya. dimana mereka dinimbing untuk
mandiri dalam penyalenggaraan rumah tangga. Baru kemudian
mereka dilepas untuk membina rumah langganya sendiri
"' mancar’’).

Masalah kedewasaan sesacrang menurul hukum adat,
saringkali targaniung pada penilaian masyarakal salempat
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Dalam keadaan dimana orang tua islah meninggal dan urusan
rumah tangga diselenggarakan oleh anak laki-laki teriua yang
belurm menikah, apakah dia telah boleh dianggap sebagai
belum dewasa (=jadi belum cakap uniuk bersikap tindak atau
berparikelakuan dalam hukum)? Bagaimanakah halnya kalau
sesecrang yang masih bujangan atau gadis meneruskan pendi-
dikannya disuatu Perguruan Tinggi dilain tempat, kemudian
bekerja, tetapi tetap tidak manikah: apakah dia juga dianggap
balum dewasa® Dengan adanya masalah-masalah semacam itu,
maka (B ter Haar Bzn, 1550):

"Hat ophouden huiskind te zijn is het einde der udat-
rechtalijke onvolwassen hed. niet hel huwelilk zonder
mear”.

(Terjsmahan bebasmya:

"Headaan berhenti sebagai anak yang terganiung kepada
ofang tua rmMerupakan seat berakhimya masa  belum
aewasa meanurut Hukum Adat, buksn lagi sast menieah™),

Disamping manusia sebagal pribadi khodrati, maka yang
juga dianggap sebagai subyek nhukum adalgh priadi hukum
yang merupakan pribadi ciptaan hukum. Adanya pribadi hukum
tersebul, setidak-lidaknya dapat dikembalikan pada sebab-
sebab, sebagai berikut;

kL lqanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-
kepentingan tertentu, atas dasar kegiatan-kegiatan yang
dilakukan bersama (oleh pribadi-pribadi kodrati).

ii. adanya tujuan-tujuan idiil yeng perlu dicapai, tanoa
senantiasa lergantung pada pribadi-prichdi  kodrati
SBCAra parorangan,

Sualu pribadi hukum sebagai subyek hukum, harus mem-
punyal tujuan dan harta kekayaan sendiri, lerlepas dari haria
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kekayaan pribadi para pribadi kodrali yang menjalankannya
Dengan demikian, sebagai subyek hukum, pribadi hukum juga
mempunyai hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan
hukum, terlibat dalam suatu peristiwa hukum, dan seterusnya.
Contoh pribadi hukum adalah, misalnya: negara, desa, perse-
roan terbatas, koperasi, dan lain sgbagainya.

b. Hukum Harta Kekayaan

Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyang-
kut hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum, dan
hubungan hukum yang terjadi, Pertama-tama yang dimaksud-
kan dengan obyek hukum adalah benda (“zaak”), yakni (C
Asser & P. Scholten: 1927)

CLobeder desl der stoffelike natuur, dal voor uitsluitende
heerschappi] van den mensch vatbaar en voor hem van
Wwaarda is en dat door hel recht als een gehesl word:
heschouwd'’,

(Terjemahan bebasnya:

"..segala sesuatu yang menjadi bagian alam kebendaan

yang dapal dikuesai dan bernilai bagi manusia sorta yang

oleh hukum dianggap sebagai suatu yang menyeluruh™).
Kecuali daripada itu, maka yang menjadi ruang lingkup hukum
harta kekayasan adalah perikatan ('verbintenis’), yakni
(L.C. Hofmann I: 1948).

“..een vermogensrechielijke bpand lusssn twea partijen,

krachten welke de een..tiol een praestalie gesechiigd

is, en op grond waarvan de ander..lot dig praestatie
varplicht en in de regal arvaor aansprakelijk is”

(Terjemahan bebasnya-
"...suatu hubungan hukum kebendaan antara dua pihak,

66

atas dasar mana satu fihak . berhak atas siafu presiasi,
berdasarkan mana fihak lain... wajib beipresitasi dan

bertanggung jawab atasnya.”).

Lingkup laku dari hukum harta kekayaan juga mencakup hak-
hak iminateriel, yaitu hak-hak atas hal-hal yang tidak dapat
dilihat atau diraba ("onlichmalijke zaken™). misalnya, hak cip!a.

1} Hukum Benoa.

Pada umumnya hukum benda mencakup hukum yang
mengatur hak kebendasn (zakelijke rechien) dalam arti hak
tarikat banda (rechi met zaskagevolg''). Dalam hukum perdata
Barat dikenal pembedaan (hukum) benda, dengan sistematika,
sedagai berikut (C. Asser & P. Scholten: 1927):

&) benda tatap dan benda bergerak (“onrosrends on roerenda
zaken').

o) benda yang dapat dikuasai dan yang tak dapal dikuasal
subyek hukum ("'zaken in en buiten den handel).

¢) banda yang dapal dibagi-bag: dan yang utuh (“deslbare
@n ondeelbare zaken").

d) benda yang ada kini dan yang ada nanti {“tegenwoordige
en toexomstige zaken'').

Menurut hukum perdala Adal, dibedakan antara benda tetap

yaitu tanah dan benda lepas (bukan tanahj Hukum Benda

Tetap atau Hukum Tanah pada dewasa ini di Indonesia diatur

dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, dan disebul

Hukum Agraria, yang menciptakan hak-hak atas tanah, sebagai

barikut:

a) Hak milik @) Hak sewa

b) Hak guna usaha f} Hak gadai

¢} Hak guna bangunan g) Hak usaha bagi hasil
d) Hak pakai h} Hak menumpang.
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Menurut hukum adat, hukum benda lepas meanciptakan
hak-hak, sebagai berikut (B te} Haar Bzn: 1950):
al hak atas rumah
b) hak atas tumbuh-tumbuhan
cl hak atas ternak
d} hak atas benda-benda bergerak lainnya.

Menurut azasnya, maka hak atas rumah dan tfumbuh-tumbuhan

adalah terpisah dari hak atas tanah dimana rumah atau
tumbuh-tumbuhan tadi berada,

2) Hukum Perikatan

Secara sistemalis maka hukum perikatan mencakup
hukum perjanjian, hukum penyelewengan perdata serta hukum
perikatan lainnya. Menurut hukum perdata Baral, maka suatu
perjanjlan menyangkul hubungan perutangan. Artinya pihak
yang berhak menuntul prestasi disebul plhak berpiutang atau
kreditur, sedang pihak yang wajic berprestasi adalah pihak
yang berhutang atau debitur. Prestasi tersebut adalah [a)
menyerahkan benda, (b) melakukan suatu perbuatan, atau (c)
tidak melakukan suatu perbuatan. Menurut hukum perdata
Barat, maka beberapa perjanjian khusus dalam BW. yang
penting adalah, antara lain (R. Subekti: 1976):

a) perjanjlan jual beli

b} perjanjian sewa menyawa

c) pemberian atau hibah (“schenking'')

d) persekutuan (“maatschap’)

&) penyuruhan (lastgeving'')

f) perjanjian pinjam {"bruiklering” dan “verbruiklening')
g) penanggungan hutang (borgtocht™)

h} perjanjian perdamaian (" dading")

i} perjanjian kerja.

Selain dalam B.W. juga dalam W.v K. terdapai aneka perjanjian
khusus.

Menurut hukum perdata Adat, maka transaksi tanah yang
mencakup jual lepas, |u:} tahunan dan jual gadai bukan mard-
pakan perjanjian. Walzupun ada pembicaraan pendahuluan,
tetapl hal itu tidak melahirkan hak dan kewajiban. Pemberian
tanda pengikal {panjar) tidak menimbulkan ikatan, akan tetapi
hanya hak mungkir (untuk melaksanakan jual beli). Jual beli
tanah dianggap mulai dan selesal pada saal memenuhi syaral
terang (dimana Kepada Adat dan saksi-saksi lain) dan tunai
(dalam arti penuh atev sebahagian). Apabila kelak timbul
masalah karena harga tanah belum dibayar penuh, maka
masalahnya adalah hutang-piutang (bukan jual bali tanah).
Jadi, jual-bell tanah bukan merupakan perjanjian ataupun
akibat suatu perjanjian,

Menurut hukum perdata adat, maka bentuk-bentuk hukum
parjanjian, adalah:

a) Perjanjian kredit, yaitu perjanjlan meminjamkan uang
dengan alau tenpa bunga, atau barang-barang terfentu yang
harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing.
pada s2al yang teiah disepakati.

b) Perjanjian kempitan, yang merupakan perjanjian menitipkan
bnr-nn-untuk untuk dijual, yang setelah [angka wakiu
tertentu dikembalikan dalam bentuk uang atau barang. ;

c) Parjanjian tebasan, yaitu wuntuk membali hasil tumbuh-
tumbuhan kelak pada saat panen,

d) Perjanjlan perburuhan yang mencakup perfanjian kerja
dengan upah atau tanpa upah (dengan syarai ditanggung
ongkos kehidupannya).

@) Perjanjian panjer yaitu perjanjian unfuk molakukanr sikap
sindak hukum tertentu kelak cikemiedian hard
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f} Perjanjian pemegangkan, yang merupakan perjanjian
dimana diserghkan benda-benda tertentu sebagal jaminan
“'gadai’,

gl Perjanjian pemeliharaan yang merupakan suatu kontrak

dimana suatu pihak wajib mengurus pihak lain pada hari

tuanya.

Perjanjian pertanggungan kerabat, yailu perjanjian untuk

menanggung hutang seorang kerabatl (apabila dia tak capat

melunasi hulang-hulangnya).

i) Perjanjian tolong menciong yang mencakup ‘‘gugur
gunung  dan “sambat-sinambat”,

|} Perjanjian sarikat, yailu perjanjian antara kelompok-
kelompok tertentu untuk mengerjakan sesuatu atau tukar
menukar barang.

k) Transaksi yang bersangkulan dengan tanah (bagi hasil;
srama, mesi, plais).

I} “Deslwinning”, yaitu peranjian untuk memelihara lermak
dan hasilnya.

Didalam hukum perdata Barat dikenal (antara kain) perikal-
an yang lahir dari undang-undang oleh karena perbuatan
s@seorang yang melanggar hukum (lihatlzah pasal 1365 B.W.
yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar
hukum, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika
karena kesalahannya telah ditimbulkan kerugian, umniuk
membayar karuglan itu). Pada hukum perdata Adal dikenal apa
yang disebut perikatan penyelewengan perdata.

Sebagaimana diketahui, maka menurul pandangan adat
ketertiban ada dalam alam semasta alau kosmos. h:lglulln-
kegiatan untuk memenuhl kebutuhan masyarakat seria warga-
warganya ditempatkan didalam garis ketertiban kosmis terse-
but, Bagl setiap orang garis ketertiban kosmis tersabut dija-
lankan dengan spontan ateu serta merta, Apabila kegiatan dila-

h
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kukan diluar gans tersebut, maka ssbhaga akitatnya yang
barsangkutan akan menderita. i

Didalam pandangan ada! tak sds sikap bahwa ketentuan
adal tersebut harus dijamin berlakunya dengan jalan paksaan
atau kekerasan. Apa yang disebut “salah kaprah” bukanlah
marupakan alasan hukuman, akan tetapl merupakan dasar
suatu upaya odat untuk mengembalikan langkah yang berada
diluar gans tertib kKosmis tersebut. Penyelewesngan alau peri-
kelakuan/sikap tindak yang mengganggu keseimbangan
kosmis, maka pelaku-pelakunys harus mengembalikan kesela-
rasan yang semula ada. Pengembalian keseimbangan kosmis
terseabul dapal dilakuken melrici alay dengan upacara-
upacara tertentu, misainya (Soekanto & Soerjono Scekanlo,
1978):

“Jika di Kalimantan suaty perkara lelah selesal diadili,
oleh yang benar Jdan yang salah ... diadakan sedekah
perdamaian yang dissbul ngabuan. Yang benar . mem-
berikan ayam dan yang salah.... beras. yang didalam dunia
religiomagi nilanya lebih tinggi dan lebih penting daripada
ayam. Teranglah bahwa maksud ngabuan ilu supaya sua-
sana yang religio-magis keruh dapat menjadi baik kem-
bali.”

Jadi, tindakan-tindakan sebagai koreksi adal. adatah, misalnya:

@) permintaan maaf,

b} pembayaran uang adat,

¢} mengadakan salamatan,

d) pengganti kerugian immateriel, dan sebagainya.

{Catatan: sanksi badaniah Wtas perbuatan tertentu dikwalifika-

sikan sebagai bagian yang masuk hukum delik adat).

Yang termasuk “ruang lingkup hukum perikatan lainnya,
adalah antara lain, apa yang dinamakan °zaakwaarneming
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(pasal 1354 B.W.). "Zaakwaarmeming' terjadi, apabila sese-
orang dengan sukarela dan tanpa diminta, mengurus kepen-
lingan-kepentingan orang lain. Didalam tindakannya keluar,
orang yang mengurus depal bertindak atas namanya sendirl
atas nama orang lain. Dari “zaakwaarneming” tersebut timbul
kewajiban bagl orang yang melakukan pengurusan tersebut,
untuk meneruskan pengurusan itu sampai orang yang ber
kepentingan kembali. Apabila pengurusan tersebut dilakukan
dengan baik, orang tersebut wajib untuk mengembalikan
segala biaya yang telah dikeluarkan. Selain dari itu, maka dia
juga wajib untuk memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat
untuk kepentingannya.

Al Hukum obyek immateriel.

Hukum obyek immateciel, antara lain, mencakup hak atas
merak, hak oktroi, hak cipta, dan seterusnya, yang merupakan
hak mutlak. Merek dirumuskan sebagal suatu fanda pengenal
{ ‘wenteken’’) untuk memberikan cirl tertentu terhadap barang-
barang hasil suatu perusahaan tertentu. Dengan demikian
dapat diadakan pambédaan dengan barang-barang sejenis
yang dihasilkan oleh perusanaan lain, Merak tersebut dituiukan
pada jenis barang tertentu (“bepaald soor van waren™), dan
bukan pada jenis nama ('soorinaam’), sehingga penggunaan
nama yang sama untuk jenis barang yang lain (misalnya untuk
teh dan kopi) tidak dilarang.

Sejalan dengan hak atas merk tersebut, maka pribadi
kodrati ataupun pribadi hukum dapat mempunyai hak sebagai
penghasil barang tertentu. Hak tersebut, yang bersifat mutlak,
dinamakan hak patent yang dalam perkembangannya termasuk
hak cipta dari pribadi kodrati atau pribadi hukum terssbul
Disamping itu dikenal pula hak okiroi yang diberikan bila ada
produksi baru, cars kerja baru maupun perbaikan atas hasil
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produksi den/atau cara kerja tertentu. Hak immaterisl lainnya
adalah apa yang disebut hak pengarang atau “auteursrechi”.
Hak pengarang adalah hak yang dimiliki olah pangarang dalam
manghasilkan karya dalam kesusasteraan, ilmu atau kesenian.

¢. Hukum Kaluvarga.

Sacara luas, maka hukum keluarga (hukum kakerabstan;
“familierecht””) mencakup masaiah-masalsh, sebagal berikut:
1) Perkawinan
2) Katurunan
3) Kekuasaan orang tus
4] Perwalian
5) Pendewasaan (“handlichting”}

6) Curatale
7} Crang yang hilang.

Masalah perkawinan di indonesia telah diatur oleh peratur-
an perundang-undangan nasional, yaitlu Undang-Undang
momor 1 tahun 1574 (tentang Perkawinan) dan Peraturan
Pemarintah nomar 9 tahun 1975 [tentang Pelaksanaan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam
Undang-Undang tersebut (yang terdiri dari XIV Bab) diatur
mengenai: :

1} Bab | : Dasar Perkawinan

2) Bab Il : Syarat-syarat Perkawinan

3) Bab i : Pancegahan Perkawinan

4) Bab IV . Balainya Perkawinan

5) Bab V : Perjanjian Perkawinan

&) Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami-1stari

7) Bab V| : Harta Benda dalam Ferkawinan

B) Bab Vili: Putusnya Parkawinan serta Akibatnya

9) Bab IX : Kedudukan Anak.
10) Bab X : Hak dan Kewajiban Antara Crang Tua dan Ansk

11) Bab Xl ; Perwalian
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12) Bab Xl : Ketenluan-Ketentuan lain:
Bagian Pertama : Pembuktian Asal-Usul Anak
Baulln Kedua : Perkawinan di luar indonesia
Bagian Ketiga : Perkawinan Campuran
Bagian Keempat : Pengadilan.

13} Bab XlII: Kateniuan Perziihan

14) Bab XIV : Ketentuan Penutup.

Adapun azas-azas Perkawinan
yang tercantum dalam Unda
Undang tersebut adalah, antara lain: -3

1) Dasar tujuan Parkawinan yang diatur dalam pasal 1, yaitu:
Perkawinan ialah ikatan ishir batnin antara pria dengan
B8orang wanita sebagai suami isiori dengan tujuan mem-

bentuk keluarga (rumah tangga)
berdasarkan KeTuhanan Yang mmﬂg_ ST O Nl

2} {Ez:lmw perkawinan, yakn| (pasal 2);
Tiap-tiap perkawinan dicatal menurut
ratu .
undang-undangan yang berlaku. ST
(Catatan: Penjelasan pasal ini menyatakan:

mﬂmgmm dplmmmn“ paca pasal 2 ayat (1) ini, tidak ads
uar hukum masing-masing agamanya dan keper
mnﬂ itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
g dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya :hn
keparcayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan
mmmu:m golongan agamanya dan kepercayaannya
f tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini."
Didalam lasa
dm“mp:lnjl A umum nomor 4 sub b antara lain
l'-dPﬂnutll‘..ln tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya
h:hul;m pencatatan peristiwa-peristiwa penting calam
uUpan seseorang. misalnya, kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suaty akie res
yang juga dimuat dalam daftar pannutmm.." >

q

3) Azas monogami dalam perkawinan, halmana ditegaskan
dalam pasal 3 dan 4, sebagai berikul.

(1) Pada azasnya dalam sualu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai secrang isteri. Seorang wanita

hanya boleh mempunyai secrang suami.
{2) Pengadilan dapat memberi izin kepada segrany suami

untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehandaki
oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4,

(1) Dalam hal secrang suami akan beristeri lebih dari
seorang, sebagaimana lersebul dalarm Pasal 3 ayal (2)
Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan per
mohonan kepada Pengadilam di daerah tempal tirggal-

mya,
{2} Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan ber-

isteri lebih dari seorang apabila:
a isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sabagal

istari;

b. isteri mendapat caca' badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhban;

. isleri tidak dapat melahirkan keturunan.

4) Calon suami-isteri harus masak |iwa raganya uniuk dapal
melangsungkan perkawinan. Mengenai hal ini, antara lain,
diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1, sebagai
berikut:

Pasal &
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua
calon mempelal.
Pasal T,
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihnk pria sudah men-
capai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanila
sudah mencapal umur 18 (Bnam belas) tahun
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5) Mempersukar terjadinya perceraian; tentang hal ini diatur
dalam Bab Vil Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974 dan HBab
V Peraturan Pemerintsh nomor 9 tahun 1975, Dalam pasal 19
Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan alasan-(alasan)
perceraian sebagal berikut {secara limitatif):

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disem-
buhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sslama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan-
fiya;

¢. Salah satu pihak mendapal hukuman penjora 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih beral setelah parkawinan
berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengania-
yaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

@. Salah salu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankar kewajibannya
sabagal suami/fisteri;

f. Antara suami dan |ster terus-menerus teradi perseli-
sihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi :‘hllm rumiah tangga.

6} Hak dan kowajiban suami dan isteri adalah seimbang. Hal
ini diatur dalam bab VI Undang-Undang nomor 1 tahun
1874, pada pasal 31 dinyatakan:

(1) Hak dan kedudukan isteri adainh seimbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuat-
an hukum,

(2) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah
tangga.
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Parihal keturunan, Undang-Undang Momar 1 Tahun 1974
{tentang Perkawinan) mengaturnya dalam Bab Xl Pasal 55.
Didalam pasal tersebut dinyatakan, bahwa asal-usul secrang
anok hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang
autentik, yang dikeluarkan cleh Pejabat yang berwenang.
Apabila akte kelghiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak, setelah
Jiadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukii-bukil yang
memenuhi syarat. Atas ketentuan Pengadilan tersebul, maka
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam deerah hukum
Pengadilan yang barsangkutan mengeluarkan akie kelahiran
bagi anak yang bersangkytan. Didalam bab X dari undang-
undang yang sama, diatur perihal kedudukan anak, dimana
dalam pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atay sebagai akibal perkawinan yang
sah. Seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya
mempunyal hubungan perdatsa dengan (bunya serla keluarga
ibunya. Secrang suami dapal menyangkal sahnya anak yang
dilahirkan oleh [sterinya, bilamana ia dapat membuktikan
bahwa isterinya telah berzina, dan anak il adalah karena
perbuatan zina tersebut Pengadilaniah yang memberikan
keputusan tentang sah atau tidak sahnya anak, atas perminta-
an fihak yang berkepentingan (pasal 44).

Perihal kekuasaan (hak dan kewajiban] orang tua, diatur
dalam Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang
Perkawinan). Pasal 45 menyatakan, bahwa kedua orang tua
wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka
dengan sebaik-batknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai
anak tadi menikah atau dapal berdiri sendirl, meskipun (misal-
nya) hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus.
Apabila anak telah dewasa, maka menurul kemampuanya dia
wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus
keatas, apabila mereka memeriukan bantuannya [pasal 46).
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Seorang anak yang belum mencapal usia 18 tahun alau
belum parnah menikah, berada dibawah kekissaan orang tua/
(selama kekuasaan tadi tidak dicabut). Orang tua mewakili
anak mengenal segala perbuatan hukum didalam dan diluar
Pengadilan. Selanjutnya pasal 48 menyatakan:
Orang tua tidak diperbolehkan atay menggadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
mealangsungkan perkawinan, kecuall apabila kepantingan
anak itu menghandakinya.

Salah seorang atau kedua orgng tua dapal dicabul kekuasa-

annya terhadap anak atas psrmintaan :

1) orang tua yang lain,

2) keluarga anak dalam garis lurus kKeatas,

3} saudara kandung yang telah dewasa,

4) pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan,

Karana:

1) sangat melalaikan kewajiban terhadap anak,
2] berkelakuan buruk sekali.
Maskipun telah dicabut kekuasaannya, orang tua masih tetap
berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada
anak (2)nya (pasal 49. Catatan: Menurut penjelasan Undang-
Undang. yang dimaksudkan dengan “kekuazaan” tidak
termasuk kekuasaan sebagal wali nikah).

Masalah perwalian diatur, antara lain, dalam pasal 50, 51,
52, 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 {tentang
Perkawinan). Seorang anak yang belum mencapai usia 18
tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada dibawah
kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali yang
menyangkut pribadi anak tersebut maupun harta bendanya.
Selanjutnya pasal 51 menyatal:an:
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(1) Wali dapat ditunjuk oleh salu orang ftua yang men-
jalankan kekuasasn crang tua, sebelum fa meninggal,
dengar surat wasiat atau dengan lizan dihadapan
2{dua) orang saksi.

{2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak
tersebut atau aranyg lain yang sudah dewasa, berpikiran
sahat, adil, jujur dan berkelakuan balk

{3) Wall wajib mengurus anak yang dibawah penguasasn-
nyc dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan
manghormati agama dan keparcayaan anak itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harfa benca anak yang
berada dibawah kekuassannya pada wakiu menilal
jabatannya dan mencatat samua perubahan-perubahan
jsbatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan
harta benda anak atau anak-anak itu,

(5) Wali bertanggung jawab teniang harla benda anak
yang berada dibawah perwaliannya serta  kerugian
yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Kekuasaan wali dapal dicabut (dengan keputusan Peng-

adilan), karena wali:

1) Sangat melalaikan kewajibannya.

2) Berkelakuan buruk sakali,

Apabila wali telah menyebabkan kerugian pada harta benda
anak yang dibawa Yekuasaannya, yang berzangkutan waljib
untuk mengganti kerugian tersebut (dengan kepufusan
Pangadilan).

Pendewasaan (" handlichting’) mefupakan sualu permyata-
an, bahwa sessorang yang belum mencapal usia dewasa
sacara penuh atau unluk beberapa hal tertentu, diparsamakan
dengan socseorang yang telah dewasa. Permohonan itu diaju-
kan kepada Presiden yang akan memberikan kegutusan,
setelah mendapat nasehat dari Mahkamah Agung. Hanya saja
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untuk parkawinan, selama yang barsangkutan belum mencapal
usia 21 tahun, tetap cipariukan izin darl orang tea [Hhatlah bab
Il dari Undang-Undang Nomar 1 iahun 1974 tentang Perkawin-
an). Pernyataan persamaan untuk beberapa hal saja (mizalnya
untuk mengurus perusanaan), dapat diberikan olah Pengadilan
kepada anak yang telah berusia 18 lahun,

Saseorang yang teiah dewasa tetapi sakit ingatan, manurut
undang-undang harus ditaruh dibawah pengampuan |[cu-
ratela™); demikian juga orang terialu mengabaikan harta bonda-
fyd, dan orang yang menganggap dirinya kurang mampu
untuk mengurus kepentingan-keapantingannya sendir. Yang
berhak memintakan hal tersebut. adalah:

1} dalam seasaorang sakit ingatan;
a) setiap anggautn keluargs
b} suami atau isteri
c) jeksa (apabila orang tadi membahayakan umum).
2) dalam sesecrang terizlu mengobralkan harta Keksyaannys
a) anggauta keluarga yang sangat dekat
b) suami ataw isteri.
3) dalam ha! sesecrang merasa tidak mampu; dia ssndiri.

Parmintaan tersebul harus diajukan kepada pengadilan, yang
akan memutuskannya, dan keputusan tersebut harus diumum-
kan dalam Berita Negara. Atas keputusan pengadilan,
sesenrang yang ditaruh oibawah pengampuan dapal naik
banding.

Kedudukan sessorang yang berada dibawah pengampuan
adalah seperti orang yang belum dewasa. Akan tetapi bagl
sasaprang yang karena terlalu mengobralkan haria kekayaan
tersebut ditaruh dibawah pangampuan, masih dapat membuat
surat wasiat dan menikah (untuk hal yang terakhir ini dia harus
mandapat izin dan bantuan kurator serta Balai Harta Pening-
/galan).

Adakalanya seseorang maninggalkan tempal tinggalnya
tanpa membarikan kuasa wnluk mengurus  Kepanungan-
kepentingannya. Kalau ada kebutuhan untuk mengurus kepen-
tingan-kepentinaan tersabut, maka Hakim dapat memenniah-
ki kepada we.s Harla Peninggalan unlus mengurusiangi
atas dasar permintzan:

1) Orang-orang yang berkepentingan
2) Jaksa

Orang tadi dianggap telah “meninggal
1) =etetah 5 tahun meninggalkan tempat fanoa meninggalkan
huasa wuntuk menguius  kepentingan-Kepantinganmys.
2) setelah 10 tahun, bila dia meninggalkan atau memberikan
Nuasa,
Sgbagai maesaalah terakhir yang kiranya periu dibahae
dalam lingkup laku Hukum Keluarga, adalah adopsi.
Adopsi adalah (JA. Nota: 1970}
'...2Bn rechtsinstelling waardoor iemand in sen. ander
tamilieverband overgaat en wei ro, dat gehisel of gedesl
telijk gelijke recnts betrekkingen ontataan als tussen een
wattig geboren kind en 2ijn ouders

{Terjemahan bebasnya

“wdualu  lembaga hukum yang menyebablan Seorang
berslin ke hubungan kekeluargaan lain, sshingga timoul
hubungan-hubungan hukum yang sama atau sebagean
sama dengen hubungan gntara anak yang sah dengan
orang tuanya').
Dalam hukum perdata adat, adeps merupakan Suatu perouatan
yang bersilat terang (dilakuken dimuka pejebat hukum) dan
tunai (dibayar secara “magis’). Dengan demilan dibedakan
antara dua bentuk adopsi, yakni

1) Adopsi umum (= mengangkat anak):
a) terang dan tunai, misalnya anak peras di Bali,



b) terang saja, misainya, anak angkat di

. g kalangan orang
¢} tunai saja, misalnya, anak pedo! di kalangan orang Jawa.
d) tidak terang dan tidak terima, misalnya, anak piara.

2) Adopsi khusus:
a) pengangkatan seseocrang luar menjadi warga scatu clan
b) mengangkat anak tiri menjadi anak kandung
c) mengangkat derajat anak (semula anak selir).

d. Hukum Waris.

Menurut hukum perdata Barat, maka hukum waris menge-
nal hak dari tiap ahli waris atas bagian-bagian tertentu dari
harta peninggalan yang merupskan suatu kesatuan absirak
Kesaluan abstrak tersebut dapat dinilai dengan sejumiah uang
vang tertentu banyaknya. Harta peninggalan tersebu! dapat
r.th_nI kedalam pecahan atas dasar iimu hutang menurut
perhilungan pada saal meainggalnya pewarls (“arister),
mﬂ?dﬂln hukum perdata adat, hukum warls (Scepomo

"..memual peraturan-peraluran yang me s
menaruskan sema mengoperkan bamln-banm:'lm pmm,-.m
benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda
Hmmaiariﬂu goederen) dari suatu anghstan manusia
("generatie’) kepada turunannya. Proses itu telah mulai
a:lalnr::1=I waktu orang tua masih hidup. Proses tersebul lidak
menjadi “akuut' oleh sebab orang tua meninggal dunia.
Mnm I'I'll!'lil'l_gﬂl-lﬂ]ll bapak alav ibu adalah suatu peris-
liwa yang penting bag: proses ilu, akan tetapi sesungguh-
nya tidak mempengaruhi secars radikal proses penerusan
dan pengoperaan harta benda dan harta bukan benda
t but.”

Hukum adat warls di Indonesia sanga! dipengaruhi aleh prinsip
garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersang-
Ifuun. yang mungkin merupakan prinsip patrilinial mumi, patri-
lingal beralih-alih (“alternerend™), matrilineal alaupun bilateral
(walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia,
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ada pula prinsip unilateral berganda atau “dubbel-unilateral”)

Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap

penetapan ahli-waris maupun bagian harta peninggalan yang

diwarigkan (baik yang materiel maupun immateriel).
Hukum adatl waris mengenal adanya tiga sistim kewansan,
yaibu:

i) Sistim kewarisan irdividuil yang merupakan sistim ke
risan dimana para abii warls mewaris secara persedrangan
haria peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemilikannya
secara individual kepada (para) ahli warks Sistim ini lazim
dikalangan orang Tapanuli, Jawa, dar lain-lain

2] Sistim kewarisan kolektif, dimana para ahli wans secara
kolekti!, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-
sama) mewarisi harta peninggatan yang lidak dapat dibagi-
bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli warns. Sistim
ini lazim dijumpai di Minangkabai.

3) Sistim kewarisan mayorat:

a) Mayorat laki-laki, yaitu apabils anak laki-laki tertua pada
saal pawaris meninggai atau anak laki-laki sulung (atau
keturunan laki-lzki) merupakan ahll wans tunggal, seperti
di Lampamng.

b) Mayoral perempuan, yaitu apabila anak perampuan
teriua pada ssat pewaris meninggal, adaiah ahll waris
tunagal, misalnya, pada masyarakat di Tanah Semendo.

Apabila sistim kewarisan dihubungkan dengan prinsip
garis keturunan, maka (Hazairin: 18):

“Sifat individuil atsupun kolleklil ataupun mayorai dalam
suatu hukum kewarican tidak perlu langsung menunjuk
kepada bentuk masyaraka! dimana hukum kewarisan itu
berlaku, sebab sistim kewarisan yang individual bukan saja
dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga
capat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di
Tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu disana sini



mungkin pula dijumpai sistim mayorat dan sistim kollektil .

yang lerbatas: demikian juga sistim mayorat ... itu, selsin
dalam mu_rnlm patrilingal yang beralih-alih di Tanah
Emndn. mipmp-i pula ocada masyarakat bilateral orang
ﬁu di Kalimantan Barat. sedangkan sistim kollektif itu
g am batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai
alam masyarakal yang bilateral seperti di Minahasa
Sulawesi Utara." I

Harta yang dibagi adalah harta i setelan
: ! i paninggalan
:;ﬂ:r:gln Wmnm“wm waktu pewaris {l“hmhuml sakil
. i i
. serta hutang-hutang yang ditinggalkan
Secara umum dapat dikatakan, bahwa
dala Barat para ahli waris terdiri dari ahll waris l'l'-m?:uf't
piraturan perundang-undangan dan karens ditunjuk dalam
surat wasiat (“testament”). Prinsip kewarisan dalam hukum
adal adalah se-clan, se-keluarga dan sedarah, dengan penga-
:u.allarr pada anak angkat (terang dan tunai) yang dapat
mewaris harta bersama orang tua angkatnya.
Menurut hukum perdata Adat, maka untuk
siapa yang menjadi ahli waris ﬂlpl;' : nmwnun!n
gunakan dua macam
pokok, yaitu: <o
1) Garis pokok keutamaan.
2) Garis pokok penggantian.
garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan
urut-urutan keulamaan dianiara golongan-golongan  dalam
klll.lﬂrﬂa. pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang
satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dangan
garis pokok keutamaan tadi, maka Orang-orang yang mempu-
nyai hubungan darah dibagi kedalam gol ngan
FIE
sebagai berikut: kst |
1) Kelompok keutamaan | : keturunan pirwaris.
2) Kelompok keutamaan Il - orang fua pewaris.
3] Kelompok keutamaan Wl: saudara-saudara pewaris, dan
keturunannya
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4) Kelompok keutamaan [V . kakek dan nenek pewaris.
§) dan selerusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan
untuk menentukan siapa diantara orang-orang dicaiam
kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli wans. Yang
sungguh-sungguh menjad: ahli waris adalah

1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pawars
2) Orang yang lidak ada lagi penghubungnya dengan pewans.

Didalam polaksanaar. penentuan para ahli waris dengan mem-
pergunakan garis-garis pokok keutamaan can peerggantian,
harus diperhatikan dengan saksama prinsip garis keturunan
yang dianut oleh suatu masyaraka! terientu. Demikian pula
harus dipehatikan kedudukan pewaris, misalnya, sebagal
bujangan, gadis. janda, duda dan seterusnya

3. Hukwm Pidana.

Hukum Pidana (materiel) mampunyal ruang lingkup pada
apa yang disebut penistiwa prdana | sirafbaarteit '), yallu sikap
tindak atau perikelakuan manusia yang masuk lingkup tnkw
perumusan kasdah hukum pidana. yang melanggar Pk
| 'wederrechtelij’’) dan didasarkan pada kesalahan (Chal
Enschade: 1969) Jadi suatu peristiwa pidana mempunyal
unsur-unsur, sabagal berikul

a. Sikap tindak atau perikelakuan manusia

b. Masuk lingkup laku perumusan kasdah hukum piclang
iyang tertulis: lihal pasal 1 ayal 1 KUHP Pidana yang
bertunyl: ‘Tiada sustu perbuzian boleh dihukum
melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam.
undang-undang, yang ada terdahulu daripada parbuat- .
an i)

c. Melanggar hukum, kecuall bila adadasar pembenaran
{ 'rechivaardigingsgrond |
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d. Didasarkan pada kesalahan kecuali bila ada dasar pe-
niagaan kesalahan ("'schulduitsluitingsgrond’).

Peristiwa Pidana tersebut adalah identik dengan pengerti-
an delik (penyelewengan) yang merumuskannya didasarkan
pada suatu sikap tindak atau perikelakunn dan  keadaan-
keadaan yang relevan (“relevante omstandighaden’)
Unsur-unsur perumusan suatu delik adalah:

a. Sikap tindak atau perikelakuan:
i. perbuatan (aktif)
il. tidak berbuat atau kelalalan (pasif).

b. Keadaan:

i. Keadaan sikap lindak atau perikelakuan.
a) Subyektif:

1) lahiriyah

2) batiniyah
b) obyektif

1) taktor-faktor penunjang

2) akibat-akibat

il. Keadaan yang bukan menyangkut sikap tindak atau peri-
kelakuan (misalnya klausula “apabila pecah perang).
Didalam perumusan delik dijelaskan mengenai sikap-tindak
atau perikelakuan yang dapal dihukum; kecuali itu, hukum
pidana (klasik) juga mencakup perumusan sanksi negatil yang
berupa penderitaan/hukuman. Suatu sanksi negati! hanya
dijatuhkan, apabila (Noyon- Langemeijer: 1954);
‘a. Ada sikap tindak atau perikelakuan manusia.
b. Peristiwa terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak
atau perikelakuan lersebul melanggar hukuwm.

¢. Pensnggung jawab atau pelaku harus mengetahui sifat
faktual dar sikap ftindak atau perikelakuannys bDeseria
keadaannya (“opzel’; “dolus™) atau sepaniasnya menge-
tahui ("onachtzaamheid’, "culpa”).

d. Penanggung jawab atau pelaku harus mengeisho {"'dohus")
bahwa sikap tindak atau perikelakuannya melanggar hukum
alau sepantasnya mengetahui (culpa™),

e Tidak ada penyimpangan kejiwsan yang mempengaruhi
sikap tindak atsu perikelakuan,

i. Sikap tindak atau perikelakuan tindak terjadi dalam keadaan
terpaksa, darurat atau baral lawan

Dari sudul perumusannya, dapal dibedakan antara delik
dengan perumusan formil dan materiel. Pada cslik  Cengan
parumusan formil, tekanan diletakkan pada perumusan Sikap
tindak atau perikelakuan. Suatu sikap tindak atau perikelakuan
lertentu  dilarang, tanpa merumuskan akibat-akibatnya.
Contohnya adalah, antara lain, pasal 362 KUH Pidana, yang
isinya:

Barangsiapa mengambil sesuslu barang, yang Ssama
sekali alau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
dengan maksud memiliki barang itz dengan melawan
hukum, dihukum karena pencufian, dengan hukuman
penjera selama-lamanya lima tahun atay denda sobanyak-
banyaknya Fp 900,
Pada perumusan maleriel, maka yang menjadi tekanannya
adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikslakuan. Bika
diperhatikan, maka pada perumusan formil dan materiel yang
menjadl pokok permasalahan sdalah sikap tindak alau perike-
lakuan, Akan tetapi pada perumusan matonel, bissanya yang
menonjol adalah akibalnya, seperti pada perumusan pasal 359
KLH Pidana yang barbunyi, sebagai berikut:
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Barangsiapa karena kelalaiannya manyebabkarm malings

prang, dihukum penjara salama-lamanya lima tahun atau
kurungan selama-lamanya satu ahun,

Darr sudut unsur-unsur perumusan delik, dapal dibedakan
anlara;

a. delik dasar ("'gronddelici”) yang merumuskan sualu sikap
tindak atau perikelakuan yang dilarang.
Contohnya adalah pasal 338 KUH Pidana yang menyatacan
‘Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lan,
dihukum, karena makar mali; dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima belas tahun"

b dalik yang merngankan | geprivilegiesrd delict”) yang
marumuskan sikap tndak atau perikelakuan yang karena
keadaan mendapal kernnganan hukuman, misalmya, pasal 341
KUHPidana yang menyatakan bahwa “Seorang ibu yang
dengan sengaja menghilangkan jiwa ansknya pada ketika
dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena
fakut ketahuan bahwa dia sucah melahirkan anak, dihukum
karana makar mall terhadap anak, dengan hukuman penjara
selama-lamanya tujuh tahun”,

c. delik yang memberatkan | gekwalificesrd delict”) yang
miarumuskan sikap tindak atau perikelakuan yang karena
keadaan diancam hukuman yang lebih berat, misalnya, pasal
340 KUHPidana yang menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan u‘rrmnuln
lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum
karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati
alau penjara seumur hidup atau penjara semen‘ara selama-
lamanya dua puluh tahun"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan
hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan, misalnya. dalam
pasal 10 KUHPidana disebutkan bahwa:

"Hukuman-hukuman ialgh:

a. hukuman-hukuman pokok;

1. hukuman mati,

2. hukuman perjara,
3, hukuman kurungan,
4. hukuman denda;

b. hukuman-hukuman tambahan:

1. pencabutan beberapa hak tertenty,

2, perampasan barang tertentu,

3. pengumuman keputusan hakim.
Fembedaan hukuman tersebul pada umumnya ssjalan dengan
pembedaan dalam KUHP antara kejahatan {“misdrijff”) dengan
pelanggaran ( overtreding’’). Pembedaan lersobut didasarkan
pada pembedaan antara deiik hukum (“rechtsdelict”) dan
delik undang-undang ['wetsdelict ). Delik hukum adalah sikap
tindak atau perikslakuan yang berteniangan dengan azas-azas
hukum yang tertanam didalam kendaraan hukum masyarakat.
Dengan delik undang-undang dimaksudkan sikap tidak ataw
perikelakuan yang berteniangan dengan apa yang dirumskan
dalam kaedah-kasdah hukum pasal-pasal peraturan perundang-
undangan. Ancaman hukuman terhadap delik hukum pada
umumnya iebih bera! daripada ancaman hukuman terhadap
delik undang-urdang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka fungsi

hukum acara pidana adalah, sebaga berikul (W.L.G. Lemadire:

1952):
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"Het strafprocesrecht heefit een dienende functie ten
opzichte van strafrechl. Maar de realisering van die functie
kan het worden becordeeld; een bepaald sirafprocesrecht
is goed, indien daardoor het strafrect goed to gelding
(Terjemahan bebasnya: “Hukum acara pidana dalam
hubungannya dengan hukum pidana, mempunyal fungsi
mengabdi. Penilaian terhadap fungsi tersabut dapat diberi-
kan sehubungan oengan pelaksanaannya; suatu hukum
acara pidana tertentu adalah baik, apablla karonanya suatu
hukum pidana berlaku dengan blik™).

Demikianlah secara sederhena, hubungan antara hukum
pidana (materiel) dengan hukum acara pldana (hukum pidana
farmil).

4. Hukum Acara.

Hukum acara ialah yang dikenal sebagal formesirecht —
dibedakan dan matenesirechl — dalam bahasa Belanda atau
Adjsctive Law — dibadakan dari Substaniive Law — dalam
hukum Inggris. Apabila untuk hukum Indonesia diparlukan
istilah pinjaman maka lebih baik dipakai Hukum Ajektif — tidak
Hukum Formil sebagai sinonim Hukum Acara. Alasannya iafah
karena, sebagaimana diuraikan oleh Apeldoorn, dalam Hukum
Belanda masih dikenal pula perbedaan antara malerieel
procesrechl (materiesl formeelrecht) yaitu "de regeling van de
rechtsbetrekkingen, welke onstaan door het voeren van een
proces’ (= peraturan mengenai hubungan-hubungan hukum,
yang timbul karena pelaksanaan sualu prosas) yang disebut
juga actienrecht dan formeel procesrecht (lormeel formeel-
recht) yaitu “de regeling van de vormen, welke bij het voeren
van een proces in acht genomen moeten worden' {=peraturan

tentang bantuk-bentuk, yang harus diperhatikan dalam pelaksa-
naan suatu proses). Dengan landasan demikian maka uniuk
hitkum Indonesia dapatlah digunakan istilah Hukum Ajpestil
Materiel dan Hukum Ajekitil Formil.

Dalam Hukum Ajektif, khususnya untuk acara pidanz dan
acars perdata, sebagaimana dalam bidang hukum lainnya
dikenal bebsrapa asas yang dapat kita susun dalam dua kelom-
pok;

a. Asas yang barhubungan dengan peranan, yaifu:

i.a) Prakarsa prosas (acara) diambil olah yang dirugikan ialak
penggugat dalam Pedkera Perdata ataw masyarakat yeng
diwakili oleh Penguasa (Polisi atau Jaksa) atas dasar peng-
aduan atau tidak, dalam perkara pidena. Dalam Perkara Tata
Negara atau compefteniie geschil yang mengambil prakarsa
adalah instansi yang peranannva diambil alih secara lidak sah
olah intansi lain sedang dalam Perkarn Administrasi Negara
tentunya Warga yang dirugikan mengambil prakarsa dengan
mengadukan plhak Penguasa (yang sewanang-wenang) kepada
hakim,

b} Penghentian proses setelah pemeriksaan dimulai dapat
disepakali oleh para pihak semasa sidang pengadilan dalam
Perkara Perdata sedang dalam Perkara Pidana dimungkinkan
deponering atay mempeticskan perkara oleh pihak Kepolisian
atau Kejakasaan sebelum diperiksa dalam pengadilan. Untuk
Perkara Tata Negara dan Administrasi Negara masih harus
dipikirkan hal dan masalahnya.

ii. Perbedaan “lijdelijke rol” dan “lsidende rol” daripada
hakim. Dangan lijdelike rol hakim nanya bersikap mensdma
saja dan memberikan kepulusan berdasarkan apa yang diakui



itau lidak dam dibuktikan alau fidak oleh para pihak yang
melaksanakan peranan akiif. Demikianlah Hukum Acara
Perdata menurut R.V. (Reglement op de Rechisvordering) yang
tidak berlaku lagi: H.LR. (Het Herziene Indonesisch Reglement)
yang barlaku unluk semua Pengadilan RAepublik Indonesia
dewasa ini tidak mengenal lijdelijke rol” itu. Untuk Perkara
Pidana asas ''lijdelijke rol" dapat juga dipakai, seperti hainya
proses acira pidana Ame.ka Serika yang menggunakan cara
eross-axamination,

Leidende rol daripada hakim yang bertindak memimpin

(proses) peradilan menjadi dasar HIR dalam perkara Pidana
maupun Perkara Perdata. Erat hubungannya dengan perbeda-
an peranan hakim itu ialah pambedaan pengertian ~materieie
waarheid" dan “formeie waarheid'. Walaupun dapal dikatakan
bahwa kdua pembedaan ilu berpasangan — “lijdelijke rol:
lormele waarheid” dan “leidende rol: materiele waarheid' —
tidaklah dengan semdirinya uniuk Acera Perdala harus diguna-
kan pasangan periama sedang pasangan kedus hanya untuk
Acara Pidana. H.LR., sobagaimana disinggung o atas, meng-
gunakan pasangan leidende rol. malternele waarheid bag peme-
riksaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata.
Lain darl pada itu, Hukum Amerika Senkal agaknya menentu-
kan untuk kedua acara (perdata dan pidana) ity berlaku
pasangan lijdelijke rol: lformele waarheid, ini dapat disimpulkan
dari adanya hal “pleading guilty” (pengakuan salah) dam jugs
dalam “cross examination’ ldaklah inhereni matenele waar
heid yang diartikan sebagal kebenaran vang lebih (jaun/tinggi)
daripada yang lerungkap dan diakul oleh para pihak — peng-
gugal: tergugal dalam Peorkara Perdata atau penuniul: tersang-
ka dalam Perkara Pidana. Kebenaran yang lerhasitkan semata-
mats darn ungkapan dan pengakuan pars pihak, Mulah formeks
waarheid.
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iii. Kedua pinak wajib didengar. asas ini eral hubungannya
dengan pambedaan proses “inquisitoir” dan proses ' accusa
toir’. Kita kenal bahwa proses inguigitolr digunakan dalam
parneriksaan pendahuluan oleh pitak kepolician atau kejaksa-
an, namun dari segi koteorian tidak mustahil kalaw peradilan
(pidana maupun perdata) dilaksanakan pula secara inguisitoir;
orang akan menenteng hal itu, tetapi sikap sedemikian iatah
keideologian. Cin proses inguisitoir adatah:

‘@) terluduh diperlakukan sebagai obyek pemenksa yang

mengumpulkan bukli kesalahan,
b) pemeriksaan bersilatl rahasia atau tertutup,
¢} teriuduh tidak didamping: pengacara.

Dialam proses sccuseioir para pihak diakui sebagai subyek
dan sederajal kedudukannya (1). pemeriksaan tidaklah bersifat
rahasia (20, dan hakim akan mengambil Reputusan hanya
sstelah cukup mendengar kedus pihak. lermasuk saksi A
charge maupun saksi a decharge dulam Perkara Pidana
Pangacuzlian dalam hal in! adalah peristiers = warsiek yonms’
sabagal kaputusan hakim hasil proses pemariksaan yang lidak
gihadiri oleh tergugat 2tau teruduh, skan tetapi terhadap
versiak vonnis selalu dimungkinkan acara ‘warzet  atau ban-
lahan,

v, Acara bardebat hsan alau acara bardebal teriulis SuEtu
proses pengadilan dapat cilaksanakan dengan perdebatan
lisan maupun peérdabalan lertulis, maka unluk suatu edang
Hukum Acara mungkin ditentukan pilihan asas
a) samata mata perdebaltan lsan — ini pas! unluk Acara

Pidana.

b) semata mata perdebatan terfulis,
c) kedua acara berdebal dimungkinkan dengan
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(1) mengutamakan pardebatan lisan
(2) mengutamakan perdebatan tertulis, seperli halnya
Hukum Acara Perdata Belanda,

Para pengacara mungkin akan memilih asas sub b atau sub c
(2) umuk Acara Perdata karena ini akan mengakibatkan
"verplichte vertegenwordiging” atau perantaraan wajib yang
meningkatkan karier mereka dan juga biaya perkara.

v. Motivasi wajib dalam Keputusan Hakim. Dalam UUD
Belanda terdapat ketentuan hahwa semua Keputusan Hakim
wajib mengandung motivasi atau penalaran; hal ini dimaksud-
kan untuk mencegah para hakim memutus sewenang-
wanang.

b. Asas yang berhubungan dengan keadaan Peradilan dan

Hakim antara lain:

i. Keterbukaan Peradilan, ini arat hubungannya dengan hal
mendengar kedua pifak dan proses accusofoir tersebut di-
muka. Pengecualian terhadap asas ini, seperti tercantum dalam
UUD Belanda, diizinkan untuk kepantingan “openbare orde”
dan “zedelijkheid”, akan tetapi Keputusan Hakim harus selaluy
dinyatakan dengan pintu terbuka,

ii. Peradilan satu tahap dan peradilan jamak tahap. Peradil-
an satu tehap yang kata orang dikenal dalam Hukum Islam
tidak dilaksanakan bangsa kita karena yang ada ialah peraditan
(apapun) jamak tahap. Sesungguhnya. yang dapa! dikatakan
sebagai proses mengadili perkaranya dilaksanakan hanya
dalam dua tahap:

a) sedrajal (pertama dan ulang) atau
b maningkat (partama dan Landing).
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Paradilar, wang teriadi dalam hat:

(1) Verzet; saperti telah disinggung dimuka, apabila hakim
memutus parkara “'bij verstek” maka yang terbabani kepu-
tusan itu dapat meminta agar pemeriksaan sidang dapat
diulang dengan kehadirannya.

(2) Revisi (Perkara Pidana) atau Aegquest Civiel (perkara
Perdata) adalah upaya hukum yang juga merupakan
peradilan ulang. Hal revisi diatur dalam HLR. pasal 324
dst. sadang Reques! Civiel parmah dikenal melalui AY.
buku I, titel 11.

Peradilan banding terjadi apabila salah satu atau wedus pihak
tidak puas #H;iﬂln keputusan paradilan tingkat partama maka
perkaranys diajukan untuk diperksa dalam peradilan tinghkat
atasnya.
Mengenal Kasasi dapal diungkapkan bahwa prosesnya bukan-
lah kelanjutan pemeriksaan kembali perkara yang dipulus
dalam peradilan terdahulu — pertama atau bending
Sebagai peranan, kasasi hanyalah berupa pevnbatafan vonns
hakim terdahulu bila ia melanggar atauw melakukan penyim-
pangan lerhadap undang-undang; demikiznlah arti asal kasasi
Jadi proses kasasi, pada hakekztnya, ialah pemeriksaan ter-
hadap hakim yang disangka menyimpang dari undang-undang
pada waktu mengambil keputusan, maka perkara samula tidak
diperiksa kembali, Dengan pengertian ity maka kasas! mirip
dengan peradilan (semu) dalam Perkara Administrasi Negara.
Kasasi hendaknya tidak dianggap identik dengan peranan hMah-
kamah Agung Indonesia yang tikiak hanya kasasi saja peranan-
nya.

iii. Hakim tunggal atau hakim jamak,
Ada suailu anggapan bahwa peradilan dengan hakim jamak
akan memberikan keputusan yang lebih adil dari pada dengan
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hakim ftinggal. Benar lidaknya anggapan ilu lidak akan -
masalahkan di sini, tetapl sudlu hal yang dapat citerima ialah
bila sudah ditentukan perbedaan anlara perkara berat dan
parkara ringan maka yang lermasuk beral paradilannya harus
diselenggarakan dengan hakim jamak sedang yang dianggap
fingan boleh dengan hakim funggal. Sehubungan dengan
pemariksaan perkara oleh hakim jamak perlu dipertimbangkan
wawasan mengenai dua macam kwalifikasi hakim  yaitu
"Rechterdeskundige’’ dan "Deskundige-rechier’’.

5. Hukum Internasional

Teori pembidangan Tata Hukum secara terperinci itu tidak
hanya memadai bagi Hukum Masional tetapi juga untuk Hukum
internasional dalam arli Hukum yang bechubungan dengan
Periztiwa Internasional.

Adapun Peristiwa Internasional dapat termasuk:

o Hukum Tantra (Tata Tanira maupun Karya/Adminisiras:
Tantra) substantit/materiel dan ajektil/lormil,

B, Hukum Pidana — substantil/materiel dan ajektil formil,

¢. Hukum Perdata — substanil/materiel dan ajektil/formii —
dan karena itu masing-masing disebut Hukum Tantia Interna-
sional. Hukum Pidana Inlernasional dan Hukum Perdata
internasional.

Dengan demikian jelasiah bahwa apakah Hukum ifu Hukum
Nasional atau Hukum Internasional bukan ditentukan oleh
sumbernya, Masional atau internasional. Sumber Nasional dar
pada Hukum Tantra Internasional sdalah misalnya pasal 11 &
13 UUD'45 dan apapila sumber itu berupa hasil Karya Tantra
internasional (perjanjian) maka untuk berlakunyo selalu periu
pula pengukuban secara Masional, sekurang-kKurangnya di-

umumkan dalam Lembaran/Berta Nasional,

Contoh ketentuan Hukum Pidana (nternasional yang
bersumber Masional adalah pasal 2 s.d. 8 KUHP, sedang vang
bersumber Internasional ialah misalnya Peqanjian Ekstradisi

Hukum Perdata Internasionsl adalah sungguh Hukum
Internasional karena berhubungan dengan peristiwa (Sikap
tindak, kejadian, Yradaan) Intemasongl, misalnya;
bidang Hukum Harta Kekayaan,

a) segi Hukum bends - Warga Negara (W.N) Indonesia

mempunyal rumah di Singapura

bj segi Hukum Perfanjian - W.N. Baianda menyewa rumah

W.N. Inganesia.
£)] Segi Hukum Penyeleweangan (Toris) — W.H, Rusia marusak

barang W.N. Jepang,
Cafatan; ufang piufang Antar-Megara ilu pun Paristiwa Perdata
internasional karena MNegara sebagai Prioadi Hukum
Publik sekaligus jega Pribedi Hukum Perdata.
hidang Hukum Keluarga
a) segi Hukum Perkawinan - W.M. Malaysia moénikah dengan
W.N. Pilipina.

bl sagi Hukum Adoasi - WM. Jerrman mengambil anak W.N.
Thailand.

bidang Hukum Waris

#) Hukum Pewarisan
Seorang Pewaris W.N, Kanada mempunya Ahliwans YW.N.
indonesia (melalui hubungan perkawingn campuran Inter-
nasional)-

9] Hukum Harta Warigan

Ahliwaris maupun Pewarts sama-sama W.N.  Indonesis,
sedang Harta Warisan berupa rumah di Jepang den
Amarika Sarikat.

Dalarm hal ini perlu juga ditegaskan bahwa bila peristiwa

Hakim Masional mengadili porkara suatu (Tantra/Pidann

Perdata) Inlernasional, maka menyelenggarakan Peradifan

Intarnasional (dedoublement functionel) dan kepulusannya

merupakan Hukum {kenkrit) internasional walaupun ia bukan

Hakim Internagional dan lembaganyz tetap  Pengadilan

Nasional.
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BAB V

PENDEKATAN INTERDISIPLINER

Perkembangan yang pesal dalam ilmu pengetahuan dan
tehnologi, memberikan kemungkinan yang lobih banyak bagi
manusia untuk lebih mengetahul mengenai segi-segi kehidup-
an bersama yzng semula masih gelap baginya. Disatu fihak
gejala ini menimbulkan ruang lingkup yang lebih luas bagi
masing-masing ilmu pengetahuan, dan di lain fihak hal ini
manimbulkan pesngembangsn spesialisasi yang pesat Diban-
dingkan dengan masa lampauw, Hmu-ilmu hukum meampunyai



ruang lingkup yang semakin luas, antara lain, karena semakin
banyak aspek-aspek kehidupan bersama yang diatur oleh
hukum (baik secara nyala maupun Secara potensiil). Pada
masa-masa lampau ada kecenderungan yang kual uniuk
riembatasi ruang lingkup iimu-ilmu hukum pada gejala-gejala
normatil {"'das Sollen’’) belaka: dewasa imi ruang lingkup
tersebut tak mungkin dipertahankan lagi. Bahkan Scholten
parnah mengemukakan sualu adaguim latin (Paul Scholten:
1954) yang berbunyi “Jus in causa positum’ (arinya: Hukum
ada dalam kenyataan).

Perluasan ruang lingiup pada iimu-ifmu hukum, diseriai
dengan pengembangan spesialisasi yang memberikan fuang
lingkup sebagal pusal perhatian yang lebih tajam, terhadap
aspek-aspek tertentu. Pada dewasa ini dikenal spesialisasi
semacam hukum ekonomi, hukum lingkungan, hukum kepen-
dudukan, dan seterusnya, disamping spesialisasi yang sesuai
dengan pembidangan tata hukum (lihat Bab IV).

Kecenderungan meluaskan ruang lingkup seria memper-
iajam spesialisasi dalam perkembangannya sering memariukan
kegiatan-kegiatan sinkhron, dalam bentuk kerjasama. Kerna-
sama terspbul sangal diperiukan, ferutama uniuk menierapRan
program-pragram yang sekaligus berkaitan dengan pelbagai
aspek kehidupan, seperti misalnya, dalam proses pemba-
ngunan. Betapa pentingnya hal itu, pernah dinyatakan oleh
Direktur Jenderal UNESCDO Rene Maheu ssbagai berikut
[UNESCO: 1970):

“Cooperation...is necessitated firstly by the changes that
are taking place at the present hime in the intellectual
conditions of scientific work: everything is combining
to break up the compartmentalization inherited from a
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bygone age ol knowledge: within each discipline recourse
must be had to the hypotheses. methods, paiterns of
intelisction and lindings of refated discipline, and even of
disciplines that only yesterday wera considered (o be
the most remots and least germane’

kemudian dikatakannya pula, bahwa
"The multi-dimensional character of the human pheng-
mengn has doublless always exisied; but it has not always
30 imparatively compelied recognition by  scence
The horizon of human experience has .. been appreciably
broadenesd. "

Mangingat adanya kecenderungan-kecenderungan sebagal-
mana diuraikan di atas, maka dicoba untuk menjelaskan dan
manterapkan pendekatan tersebul pada  bidang  hukum,
Yang akan dijelaskan adalah “beniuk kerja sama’ tersebut
¢i alas yang lebih dikenal dengan nama pendckatan interdisipli-
ner. Uraian di bawah ini akan lebih diarahkan pada pengem-
bangan ilmu dan penelitian, dan sebagai patokan sementara
akan dipergunakan pengertian yang diberikan pada penelitian
interdisipliner, sebagai berikut (Jean Piaget: 1970):

"Interdisciplinary research can resull from mwe sorts of
inguiry, one reiating to common structures or mechanisms
and the olher o common methods, aithough both soris
may of course be involved aqually.”

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang agak memadai,
lerlebin dahulu akan diuraikan pengkelompokan disiplin-
disiplin tertentu secara uraum, Pangkeiompokan tersebut sama
sekali lidak bersilat mutlak, dalam arti bahwa batas-batasnya
tidak dapa! diganggu-gugal. Ada kemungkinan bahwa suatu
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ilmu pengetahuan terteridu menjadi cabang dari dua dis.plin
sekaligus, dan nanti akan tampak bahwa tak akan mungkin
untuk membentuk suatu “kotak yang teriufup” rapal bag
kelompok-kelompok masing-masing disiplin. Biasanya diada-
kan pengelompokan kedalam:

A. Disiplin nometetis

B. Disiplin sajarah

C. Disiplin hukum

D. Disiplin filsafat,

Ad.A. Disiplin nomotetis

Disiplin nomotetis mencakup sistim-sistim ajaran yang
bertujuan untuk menemukan generalisasi-generalisasi, baik
yang didasarkan pada metode kwalitatil maupun kwantitatif.
Contoh-contohnya adalah sosiologi, ekonomi, antropologi,
linguistik, dan seterusnya. Ciri-ciri disiplin ini adalah, antara
laimi:

1. Seringkali mempergunakan metode perbandingan dan
klasifikasi untuk mendapatkan generalisasi,

2. Kadang-kadang menterapkan metode eksperimen uniuk
menemukan generalisasi.

3. Adanya kecenderungan untuk membatasi penelitian

pada variabel-variabel tertentu. dalam jangka wakiu
tertaniu pula.
Variabel-variabal tersebul berbeda dengan pada limu
alamiah, tidak sepenuhrys dapat diisolasikan terhadap
pengaruh lingkungan sosial maupun aspek pribadi, oleh
karena ruang lingkupnya adalah kehidupan manusia
dalam masyarakat.

Didalam perkembangannya disiplin nomotetis sangat terpenga-
ruh oleh pelbagai faktor dan kecenderungan, misalnya:

1. tlendensi yang kuat untuk banyak mempergunakan
melode perbandingan,

2. kecenderungan untuk menelaah parkembangan atau
sejarah gejala.gejala sosial tectentu [“genstic tenden-
cy"), dan mencari dasar parkembangan suatu geiala.

3. penggunaan model-model yang lecim dipaka! dalam
ilmy-llmu alamiah (vang antara lain, merupaksn
pengaruh filsalat positif).

4. kecenderungan yang kuat untuk selalu mengkhususkan
masalah-masalah yang ditaliti

5. belum adanya kesepakatan mengenai penggunaan
metodologl yang (relatif) tepat,

Ac.B. Disiplin ssjarah.

Menurut Piaget (Jean Flagai: 1970a}, maka disiplin sedarah
adalah:

... those disciplines the purposa of which is to reconsi-
tute and interpret the unfolding of all manilestations of
social lite across time. Whether concerned with the life
of individuals whose actions have ieh a mark on society
they lived in, cf their works, of idesas which may have
axerted a lasting influence, of lechniques and sciences, of
literature and the arts, of philosophy and raligicus, of
inshiutions, ol economic wnd othor oxchanges and ol
civilization in general, history deals with gverything that
affects colleclive lile, whether i can be examined
gingly or as part of a complax.”

Digiplin sejarah berhubungan erat dengan disiplin nomotetis,
dan hubungan itu bersifal komplemanter, aleh karena tujuan
disiplin nomolelis adalah unluk menuntutl abstraksi (dari
sebagian) keryataan, sedangkan disiplin sejarah untuk mere-
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konstruksikan kenyalaan-kenyataan pada masa lampau

Ad.C. Dislplin hukum.

Tentang hal ini telah dijelaskan pada Bab | bagian A;
namun periu dicatal bahwa (Jean Piaget: 1970a):

"...a border-line area exists in which the legal sciences as
such and the other sciences meat. The history of law, in
=0 far as it deals with the history of legal institutions (not
to mention the history of theories), can no longer, of
course, be considered as a normative discipline, but as as
an analysis of realities which were- and somathimes still
@re — recognized as norms by the societies involved,
whila at the same time constituling historical facts, for
the legal historian among others. This dual point of view.
in which the central fact, whether past or present, is
conzidered as a norm by the subject and an event by the
observas, & evan more clearly seen in one of the truly
nomothelic disciplines, legal socciology. in which legal
pahaviour is studied from the point of view ol social
phenomena.... The term ‘normative facts’ has been
happily intreduced into the general vocabulary of this dis-
cipline by its specialists to describe that which constifui-
&5 a norm for the subject, and al the same tima an objact
analysis for the observer sngaged in studying both the
behaviour of the subject and the norms he recognizes as
objective facts.”

Kutipan panjang tersebut di atas sengaja disajikan di sini, agar
supaya pembaca mendapat gambaran yang luas yang sebenar-
nya datang dari seorang psikholoog (yaitu Jean Piaget dari
Universite da Geneve) yang mendambakan pendekatan inter-
displiner. Bahwa pendapal Piegel adalah tepat. dapal dibaca
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pada Bab Il yang membahas hukum scbagai perangkal si=ap
tindak atau perikelakuyan.

Ad.D. Disiplin filsafat.

Cisiplin in berfujuan untuk Mmenguraikan dan merangkum
nilai-nilai kehidupan manusia dalam pelbagai konteks.
Khusus dibidang filsatat hukum, kami wralkan dalam
“Renungan tentang Filsafal Hukum' (penerbitan LPH.
Fakultas Hukum Unsri, Palembang).

Dengan menjalaskan pelbagai kelompok disiplin lersebut
di atas, diharapkan agar dipercleh suatu titik tolak untuk
melakukan kegiatan interdisiplingr antara hukum dengan ilmu-
ilmu sosial lainnya Untuk menjelaskan hal ini, akan diambil
contoh masalah penegakan hukum, Penegakan hukuem, diartl-
kan sebagai (Purnadi Purbacaraka: 1977).
"...k@gialan menyerasikan hubungan nilai-nilal yang terja-
barkan da'am kaidah-kaidah/pandangan-pandangan
menilai yang mantap dan mengejawaniah dalam sikap
lindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhic,
untuk menciptakan (sabagai ~social engineering ). mameli-
hara can memperiahankan (sebagai “social contral’)
kedamaian pergaulan hidup.”

Hukum tidak akan tegak. apabila nilai-nilai tidak serasi. dan hal
ini terjeima dalam keedah-kacdah yang mengakibatkan terjadi-
nya sikap tindak atau perikelakuan yang mengganggu kedamai-
an pergaulan hidup. Uniuk menslaan hal-hal tersebul jelas
diperiukan pendekatan intecdisipliner, oleh karena hal-hal
lersebut merupakan suatu kesaluan yang lidak terpisahkan.
Disiplin filsafat diperlukan unluk mengadakan studi terhadap
nilaFnilal; disiplin hukum dan sajaran  diperiukan  untuk
mininjau kaadah-kasdah. dan disinlin nometetis (dan sejarah)
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diperiukan untuk menganaliss sikap tlindak atau perikeiakuan.

Apabila pembicaraan tentany - pendekatan interdisipliner
dihubungkan dengan pemb.dangan fata hukum sebagaimana
dijelaskan dalam Bab IV, maka bidang-bidgng lersebul dapat
diteliti oleh filsafat, iimu hukum dan iimu-iimu sosial lainnya.
Sistimatika di bawah ini, akan dapal memberikan wisualisasi
darl pendakatan interdisipliner antara [Imu hukum dengan
iimu-iimu sosial lainnya.

Bidang tata hukum limu Pengotahuan
A. Hukum Tatanegara A, llmu Negara,
I B. limu Palitil.
C. Sosiologi Politik, Sosiolo-
gi Hukum MNegara.

D. Antropologi Politik.
E. Psikhologl Kekuasaan,
B. Hukum Administrasi Negara. A limu Administrasi,
B. Sosiologl Pemerintahan
A. Kriminologl.
B. Sosiologi Hukum Pidana.

C. Hukum Pidana.

D. Hukum Pribadi. A. Psikhologi

m

. Hukum Harta Kekayaan.
F. Hukum Keluarga.
Sosiologi

. Antropologi.
Psikhelogi

. Sosiclogi

. Antropologl.

G. Hukum Waris.

N@>»0@>>»00
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Kecuali rangkumannya (limunya) yang dapal dijajarkan seba-
gaimana ditunjukkan di atas kita dapat juga mengajarkan s
alau bagian (pengertian/"concepts”) daripada masing-
masing rangkuman itu sebagai berikut:

{limu) Hukum limu lain
Subyek Hukum "Status’
Hak dan Kewajiban "Aole” Sosiologi,
Antropologl.
Sikap tindak Hukum “Role-playing"”
Kasangajaan/ 'Op zet’"/"Dolus”  Kehendak—Psikholog'{Jahat)
Perkawinan Parkawinan — Antropalogi,
"Onrechtimatige daad'"/ "Daviant behaviour™/
"Detournament de pouvoir '/ "Wangedrag"
"Strafbaar feit"” “[penysiewengan)
Pengguguran kandungan/ “Menstrual regulation”
"Afdrijving van vrucht” “Abortus™
“Prematura’
Maodal Kapital — [Hmu) Ekonami.

Dengan demikian, rnaka terlihatiah bahwa pendekatan
interdisipliner sangat penting untuk memperoleh gambaran
yang nyata tentang hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena
(K.A. Ziegert: 1977):

“law is & psycho-social phenomeron, a socially coherent
ralationship between obligation and claim, incalculated by
intérnalization.”
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BAB VI

KESIMPULAN

Sebagai disiplin preskriptif, maka hukum merupakan sistim
ajaran yang meneniukan apakah yang seyogianya dilakukan
dalam menghadapi kenyataan. Disiplin hukum mencakup ifmu-
ilmu hukum, polilik hukum dan filsafel hukem. e
hukum tidak hanya mencakup ilmu tentang kasdah <an iimu
pengartian saja, akan tetapl juga mencakup limu tentang
kenyataan.

Ruang lingkup daripada iimu tentang kaasdah yang rrveny |
dasar bagi mata kuliah Pengantar limu Hukum, mencakup:
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A, Macam-macam kasdah.

B. Kaedah hukum dari sudut daya cakup dan hierarkhi.
C. Isi dan sifat kaadah hukum,

D. Parumusan kasdah hukum.

E. Tugas kaedah hukum.

F. Esensialia daripada kaedah hukum.

G. Penyimpangan terhadap kaedah hukum.

H. Pernyataan kasdah hukum,

I. Tanda-tanda parnyataan kasdah hukum.

J. Kelakuan kaedah hukum,

Sajalan dengan ruang lingkup ilmu kasdah (hukum) parlu
dijelgskan mengenal unsur-unsur hukum yang mancakup unsur
idiil dan riil. Unsur idiil mencakup rasa susila dan rasio manu-
Sia; unsur riil terdiri dari manusia, kebudayaan dan lingkungan
alam,
Oleh karsna ilmu-ilmu hukum juga mencakup limu kenya-
laan, maka dibahas pula mengenal hukum ssbagal perangkal
sikap tindak atau perikelakuan, Sikap tindak atau perikelakuan
mencakup:

A, Sikap tindak atau perikelakuan balaka,
B. Sikap tindak atau perikelakuan etis, yakni:
1. Sikap tindak atau perikelakuan ajeg yang mencakup:
a. sikap tindak atau perikelakkuan pribadi:
i. kepercayaan.
ii. kesusilaan.
b. sikap tindak atau peritelakuan antar pribadi:
i. kesopanan,
ii. hukum.
2. Sikap tindak atau perikelakuan yang baik, yang men-
cakup:
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a. sikap tindak atau parikelakuan pribadi:
i. kemparcayaan,
ii. kesusilaan.
b. sixap tindak atau perikelakuan antar pribadi:
i. kesopanan.
i, hiskum,

Parihal hukum sebagsi sikap tindak atau perikelakuan ada dua
syarat penting, yakni:

A. Sikap tindak atau perikelakuan yang ajeg,
B. Keyakinan atau kesadaran akan kewajiban hukum, atau
lebih tepat lagi keyakinan akan kedamaian.

Konsepsi kedamaian bararti tidak ada gangguan ketartiban dan
juga tak ada kekangan lerhadap kebebasan. Dari inilah ‘yang
menjadi inti pombeada hukum dari kesopanan atau SOPan
suritun. Adapun perbedaan antara hukum dengan kebiasaan
belaka, terietak pada ada dar tidaknya “opinio necessitatis’
Adapun keyakinan atau kesadaran yany menjadi landasan
keajegan maupun kepuiusan-keputusan, dapatlah dikatakan
schagai wadahnya jalinan nilai hukum yang mengendapkan
sanubari rnanusia, dan inllah kesadaran hukum, Jadi, kesadar-
an hukum sebetulnya mervpakan kesadaran ataw nilai-nilai
yang lerdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang
diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah, nilai-nitai
tentang fungsi hukum dan bukan suatu penifaian hukum
terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masvarakat
yang bersanghkutan.

Secara langsung maupun Gbidak langsung, kesadaran
hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum,
yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan.
Masalah kepatuhan hukum tersebul yang merupakan suatu
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proses psikholcgis, dapat dikembalikan pada liga proses dasar,
¥ailu “compliance’’, idantilicabion” dan internalization’’,

Didalam suasana pembangunan, konsepsi hukum sebagai
perangkal sikap tindak atau penkelakuan adalah bermanlaat,
apabila kita menghubungkannya dengan pelbagai bidang
kehidupan dalam masyarakal, yany didasarkan pada konsepsi
Panca Terlib. Konseps: tersebul membagi percaulan hidup
dalam bicang ekonomi, politik dan sosial. Bidang manapun
dalam pergaulan hidup pada kenyatmannya lerdiri dari keajeg-
an-keajegan, dan keputusan-keputusan yang tidak apag. Di.
anlaranya ada yang berlandaskan kesadaran akan kedamaian
pergaulan hidup: itu adalah (tertib) hukum. Kecuali itu ada
sikap tindak atau perikelakuan yang secara khronis menggang-
gu kedamaian hidup, inl masuk bidang penertiban atau hukum
yang khusus, yakni tertib Hankam,

Fembicaraan mengenai husum sebagal perangkal sikep
tindak atau perikelakuan, merupakan pengantar pembahasan
tentang sendi-sendi hukum. Akan tetapi sebelum menguraikan
hal itu. periu disajikan perihal sistim hukum dan pengertian-
pengertian dasarnya. Faktor-laktor yang relevan dari sistim
hukum, adalah:

A, Elamen-alemen sistim hukum tersbul,
B. Pembahagian dari sistim hukum.

C. Konsistensi sistim hukum.

D. Kelengkapan sistim hukum.

E. Pengertian-pengertian dasar dari sistim hukum, yaitu:
Masyarakal hukum

Subyek hukum

Hﬂl‘ldl'l kawajiban

Pergtiwa hukum

Hubungan hukum

Obyek hukum.

;o kWM =

mn2

Oleh karena ruang lingkup dan aspek-aspek hukum sangat
luas, maka dalam kegiatan-kegiatan llmiah diusahakan untuk
mengadakan pembidangan atau klasifikasi. Salsh satu pembi-
dangan yang relevan adalah antara hukum publik dengan
hukum pardata (privat) yang ciri-cirinya adalah, sebagai
berikut:

A. Pemisahan antara kedua bidang itu adalah mungkin.

B. Apabila kedua bidang tersebut dibandingkan, maka hukum
publik merupakan hukum khusus dan hukum pardata
adalah hukum umum,

C. Batas-batas antara isi hukum publik dengan hukum
perdata, ditentukan oleh hukum positif, oleh karena
sifatnya tidaklah berbeda.

Pembidangan tersebut di atas dipergunakan sebagai titlk tolak
sistematika dasar tata hukum, sebagai berikul:
A. Hukum Publik yang mencakup:
1. Hukum Tantra atsu Hukum Negara yang terdiri dari:
a, Hukum Tata Tantra atau Hukum Tata Megama:
I. tnateriel,
ii. formil.
b. Hukum Administrasi Tantra atau Hukum Administrasi
Negara:
I matarial,
i, forrmil.

2. Pukum Pidana:
a. materiel,
b. formil

B. Hukum Perdata materiel dan formil yang mencakup:
1. Hukum Pribadi
£. Hukum Hera Kekayaan yang terdin dar:
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8. Hukum Benda:
i. Hukum Benda Te'ap atau Hukum Agraria
il. Hukum Benda Lepas.
b, Hukum Parikatan:
i.  Hukum Perjanjian
ii. Hukum Penyelewengan Perdata
fil. Hukum Perikatan Lainnya.
C. Hukum Obyek Immaterel,
3, Hukum Keluarga.
4. Hukum Waris.
5. Hukum Acara
{Catatan: Hukum Internasicnal adalah hukum yang berhu-
bungan dengan Peristiwa Tantra, Pidana ataupun Pordata
Internasicnal).

Pada dewasa ini terdapal kecenderungan yang kuat untuk
memperluas ruang lingkup limu-ilmu hukum dan mampertajam
spesializasi dalam ilmu-ilmu tersebul. Gejala tersabul memeriu-
kan kegiatan-kegiatan ilmiah yang sinkhron, dalam bentuk
kerjasama yang dikenal dengan nama pendekatan interdisipli-
nar. Dalam bidang hukum (dan juga bidang-bidang lainnya) hal
inl sangat penting, cleh karena "law Is a psycho-soclal pheno-
menon, a socially coherent relationship between obligation
and claim, inculcated by internalization.” Bentuk pendekatan
interdisipliner antara hukum dengan limu-ilmu sosial lainnya
dapat dilihat pada gambaran, sebagai barikot:

Bidang tata hukum llmu Pengetahuan

A. Hukum Tatanegara A, llmu Negara, limu Politik,
Sosiclogi Politik, Sosio-
logi Hukum.
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B. Hukum Administrasi

Negara
C. Hukum Warls.

D. Hukum Pribadi

E. Hukum Harta Kekayaan.
F. Hukum Keluarga.

G. Hukum Pidana

Megara, Antropologl Poli=
fik dan Psikhologi
Kekuasaain,

B. llmu Adminisirasi, Sosio-

logi Pemerintahan

C. Kriminokogi, Sosiclogl Hu-

a-m

kum Pidana. Antropa'ogl
Hukum.

. Pshikhologi, Sosiologi,

Antropologi.

Ekonomi

Psikhalogi, Sosiologi,
Antropologl.

. Psikhologl, Sesiclogl,

Antropalogl.
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